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ABSTRAK 

 Lili Nur Cahyani. Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yu>suf al-
Qard}ha>wi>, (dibimbing oleh Ibu Hj. Muliati dan Bapak M. Ali Rusdi). 

 Aktivitas konsumsi tidak bisa lepas dari aturan dan tututan yang telah 
ditetapkan ajaran Islam. Namun dalam berkonsumsi kita dituntut untuk berperilaku 
sesuai dengan prinsip etika konsumsi dalam ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam 
tatanan kehidupan Islam telah mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan 
konsumsi yang membuat berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Adapun untuk 
mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah pemahaman tentang perilaku konsumsi 
menurut Islam. Dalam hal ini Yu>suf al-Qard}ha>wi> telah menjelaskan tentang 
konsumsi, aturan dan perilaku untuk bertindak benar sesuai dengan anjuran al-Qur’an 
dan Sunnah serta cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sesuai dengan perspektif 
ekonomi Islam. Dalam melakukan konsumsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor 
Kementerian Agama Kota Parepare perlu menerapkan etika konsumsi Yu>suf al-
Qard}ha>wi>. 

 Jenis penelitian yang digunakan deskriftif kualitatif. Data dalam penelitian ini 
diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dengan teknik pengumpulan data yaitu 
wawancara (interview),observasi, dokumentasi dan kepustakaan. 

 Hasil penelitian ini menunjukan beberapa hal terjadi dalam konsumsi yang 

dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare 

yaitu: 1) Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir dapat dilihat 

dari menggunakan harta secukupnya dan membelanjakan atau menafkahkan rezeki 

yang telah dianugerahkan oleh Allah swt dalam kebaikan adalah salah satu tindakan 

atau perintah wajib dalam Islam. Dan membelanjakan atau memanfaatkan harta tepat 

sasaran yaitu untuk fi> s\abi>lilla>h, diri sendiri dan keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
telah menjalankan konsep menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat 

kikir. 2) Islam memerangi tindakan mubaz}ir dilihat dari membelanjakan hartanya 

untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/isra>f). 3) 
Sikap sederhana dalam membelanjakan harta dapat dilihat dari bersikap tengah-

tengah antara sikap bakhil dan kikir, sikap mubaz}ir serta sikap berlebih-lebihan 
termasuk juga sikap kemewahan. Implementasi inilah yang harus ada pada setiap 

orang. 

 

Kata Kunci: Implementasi,  Etika konsumsi Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Etika dalam ajaran Islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan 

manusia, hampir setiap individu berhadapan dengan berbagai permasalahan etis baik 

menjalankan bisnis ataupun menlankan aktivitas sehari-hari. Ekonomi Islam adalah 

ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah swt, 

bertujuan akhir kepada Allah swt, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari 

syariat Allah swt. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, 

ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk Tuhan.
1
 

Ketika manusia itu bekerja dan menikmati berbagai kebaikan dari segala 

sesuatu yang ada di dunia ini, secara tidak langsung manusia itu telah beribadah dan 

memenuhi perintah Tuhan. Oleh karena itu, segala aktifitas perekonomian di dunia ini 

tidak lepas dari konsep ekonomi yang sudah ada demi tercapainya kemaslahatan 

hidup. Konsep ekonomi Islam sudah ada semenjak kehadiran agama Islam di atas 

bumi ini. Al-Qur’an dan Hadits kaya akan hukum-hukum dan pengarahan kebijakan 

ekonomi yang harus di ambil dan di sesuaikan dengan perubahan zaman yang 

semakin berkembang. 

Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan dan 

papan harus di landasi nilai-nilai spiritualisme, dan adanya keseimbangan dalam 

pengelolaan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus di penuhi oleh manusia 

                                                             

1
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadli Islami, terj. Zainal Arifin, Dahlia 

Husin,  Norma Dan Etika Ekonomi Islam (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 31. 



2 

2 

dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan (had al-kifayah), 

baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarga.
2
 

Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan adalah serangkaian kegiatan atau 

aktifitas ekonomi. Salah satu yang sangat penting dan sangat mendasar dalam 

aktifitas ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian atau 

penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga 

konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama 

konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Dilihat dari kondisi perekonomian saat ini, aturan mengenai pemanfaatan dan 

pendayagunaan barang yang akan dikonsumsi haruslah ada. Dalam hal kehidupan 

orang memilih banyak memenuhi kebutuhannya dengan cara yang paling mudah. 

Namun, dalam tatanan kehidupan Islam telah mengatur bagaimana manusia bisa 

melakukan kegiatan konsumsi yang membuat berguna bagi kemaslahatan hidupnya. 

Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan syariah atau sesuai dengan 

ketentuan Allah swt dan Rasulullah saw yang akan menjamin kehidupan manusia 

yang lebih sejahtera. 

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Islam meletakkan 

ekonomi pada posisi tengah dan keseimbangan yang adil dalam bidang ekonomi 

keseimbangan diterapkan dalam segala segi imbang antara modal dan usaha, antara 

produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen dan antara 

golongan-golongan masyarakat.
3
 

                                                             
2
Said Saad Marthon,  Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global (Cet-I: Jakarta: Zikrul 

Hakim, 2004),  h. 66. 

3
Yu>suf al-Qard}ha>wi>,  Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 71. 
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Di dalam kondisi perekonomian saat ini, konsumsi memegang peranan 

penting, apabila konsumsi di hentikan atau terhenti akan menimbulkan dampak yang 

sangat buruk terhadap produksi. Diantaranya terhambat roda produksi dan 

selanjutnya menghambat roda perekonomian. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengarahan 

mendasar bagi para konsumen terhadap penggunaan hasil produksi. Perlu dijelaskan, 

bagaimana, mengapa, serta kapan mereka membutuhkan barang-barang hasil 

produksi tersebut. 

Seorang pemikir tidak dapat dilepaskan dari konteks kulturalnya, karena hasil-

hasil pemikiran tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi mempunyai ketertarikan 

dengan historis dan pemikiran yang berkembang sebelumnya serta mempunyai 

hubungan dengan apa-apa yang ada pada zamannya.
4
 

Yu>suf al-Qard}ha>wi> dalam mengemukakan konseptualitas pemikirannya 

tentang norma dan etika ekonomi Islam dalam konsumsi. Menurut Yu>suf al-

Qarad}ha>wi> belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat 

berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia 

yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena 

sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi niscaya akan 

terhenti, selanjutnya perkembangan bangsa pun terhambat. Dalam hal ini Yu>suf al-

Qard}ha>wi> dalam bukunya: Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtis\ha>dil Isla>mi> (Norma 

dan Etika Ekonomi Islam), mengemukakan konsep ekonominya tentang konsumsi 

adalah sebagai berikut: 
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1.1.1 Menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir 

1.1.2 Melarang tindakan berfoya-foya, berlebih-lebihan dan mubazir 

1.1.3 Sikap sederhana dalam membelanjakan harta.
5
 

Menurut Yu>suf al-Qarad}ha>wi> untuk memerangi sikap mubaz}ir ada beberapa 

hal diantaranya menjauhi hutang, menjauhi hidup bermewah-mewahan dan menjauhi 

hidup boros.
6
 

Jika kita lihat pada kenyataannya, yang terjadi saat sekarang ini banyak sekali 

masyarakat yang melakukan hal-hal sebenarnya telah di larang dalam Islam. Dan hal 

itu sangat menyimpang dengan apa yang telah dikonsepkan dalam Islam itu sendiri, 

demikian juga halnya yang telah dikonsepkan Yu>suf al-Qarad}ha>wi> mengenai 

kegiatan konsumsi. 

Perilaku berbelanja digemari oleh semua kalangan masyarakat, baik 

berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik swasta maupun PNS. Pendapatan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dan ditetapkan sesuai dengan 

golongan/pangkat dan masa kerja. Pendapatan PNS diterima selama satu bulan sekali. 

Pendapatan yang mereka peroleh tersebut, digunakan untuk keperluan konsumsi, baik 

konsumsi kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier. 

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan tetap memiliki pola 

konsumsi sendiri, yaitu dengan menganggarkan gajinya kepada kebutuhan. Namun, 

ada juga PNS yang memiliki pola konsumsi yang berlebihan tanpa membedakan 

antara kebutuhan (need) dan keinginan (want). Misalnya, membeli barang-barang 

yang telah dimiliki hanya karena prestise. Bahkan, ada pula PNS yang memiliki 
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penghasilan sebagian besarnya hanya untuk dibayarkan kredit di Bank, arisan dan 

kredit barang-barang non prioritas. Selain itu, mendapatkan barang dengan cara di 

cicil juga menjadi kemudahan bagi PNS untuk memiliki barang secara berlebihan. 

Terkadang PNS tidak sadar telah melakukan tindakan mubaz}ir dan 

pemborosan . Membeli barang-barang mewah terkadang mengabaikan hal-hal yang 

sebenarnya sangat pokok dalam hal memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Seorang 

muslim melakukan konsumsi bukan hanya untuk memperoleh kepuasan jasmani saja, 

namun juga untuk memperoleh ridha Allah swt. Konsumsi seorang muslim juga harus 

memiliki orientasi yang lain, yakni empati dan simpati kepada individu lain yang 

lebih lemah dan lebih membutuhkan. Karena menolong orang lain adalah sama 

halnya dengan menolong diri sendiri. Dengan menolong orang lain, maka akan 

memperoleh amal baik yang kemudian akan sangat berguna bagi seseorang di 

kehidupan selanjutnya di akhirat kelak. 

Kasus tersebut menjadi hal menarik untuk peneliti teliti karena perilaku 

komsumsi PNS di Kementerian Agama perlu menerapkan norma dan etika konsumsi 

Yu>suf al-Qard}ha>wi> dalam perilaku konsumsinya, etika ekonomi Islam dalam 

konsumsi yaitu menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir; 

melarang tindakan berfoya-foya, berlebih-lebihan dan mubaz}ir; Sikap sederhana 

dalam membelanjakan harta . Dalam hal ini sangat perlu untuk mengkaji masalah ini 

mengenai perilaku konsumsi PNS di Kementerian Agama dalam menerapkan etika 

komsumsi. Penelitian yang dilakukan hingga akhirnya dapat mewujudkan masyarakat 

yang memiliki kesadaran dalam menerapkan norma dan etika Yusuf al-Qardhawi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka inti permasalahan 

dalam hal ini di rumuskan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota Parepare dalam 

konsep  menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir?  

1.2.2 Bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota Parepare dalam 

konsep memerangi sikap mubazir?  

1.2.3 Bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota dalam konsep 

sikap sederhana dalam membelanjakan harta?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah 

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama 

Kota Parepare dalam konsep  menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi 

sifat kikir. 

1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana etika konsumsi PNS di Kementerian Agama 

Kota Parepare dalam konsep memerangi sikap mubazir. 

1.3.3 Untuk mengetahui etika konsumsi PNS di Kementerian Agama Kota dalam 

konsep sikap sederhana dalam membelanjakan harta 

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

keilmuan terutma dalam bidang ilmu hukum Islam dan juga memberikan kontribusi 

pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penilitian-

penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN 
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Parepare serta para generasi mengiginkan perubahan kearah perbaikan diri dalam 

menerapkan etika dalam kehidupan konsumsinya. Penelitian ini mempunyai tujuan-

tujuan khusus antara lain: 

1.4.1 Sebagai bacaan yang diharapkan bermanfaat bagi mereka yang berminat dalam 

bidang ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ekonomi.  

1.4.2 Menambah karya-karya ilmiah yang dapat di sajikan sebagai literatur atau 

sumber acuan bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.3 Kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu sebagai masukan dan informasi bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Parepare tentang 

bagaimana menerapkan etika dalam perilaku konsumsi sehingga dalam 

membelanjakan harta dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan 

terkhusus pada diri sendiri.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Tinjauan pustaka  merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah 

penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian 

terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian.
7
 

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian 

tentang Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian 

Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yu>suf al-Qard}ha>wi>) adalah sebagai 

berikut: 

Siti Istikomah dengan judul “Pengaturan Konsumsi dalam Perspektif Hukum 

Islam (Studi atas Pemiiran Yu>suf al-Qard}ha>wi”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menggambarkan pemikiran Yu>suf al-Qard}ha>wi> tentang pengaturan komsumsi 

dan memberikan penjelasan tentang Implementasi dari konsep pemikiran Yu>suf al-

Qard}ha>wi>.
8
 Implementasi dari Pemikiran Yu>suf al-Qard}ha>wi> secara teoritis dalam 

pemikirannya yang tidak kikir atau bakhil berarti memberikan infak baik wajib 

maupun sunnah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya, untuk 

masyarakat maupun untuk fi> s\abi>lilla>h (dijalan Allah swt). Tidak mubaz}ir berarti 

tidak membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang tanpa kemaslahatan dan untuk 

sesuatu yang diharamkan, termasuk dalam membelanjakan hartanya dengan berlebih-

lebihan. Dan yang terakhir adalah Kesederhanan yaitu bersikap tengah-tengah antara 

                                                             
7
Masyhuri dan Zainuddin, Metode Penelitian (Jakarta: Revika Aditama, 2008), h. 135. 

8
Siti Istikomah, “Pengaturan Komsumsi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi atas Pemikiran 

Yu>suf al-Qard}ha>wi>)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005). 



 

9 

sikap bakhil, sikap mubazir  serta sikap berlebih-lebihan termasuk juga sikap 

kemewahan. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis 

penelitiannya di mana penelitian terdahulu jenis penelitian pustaka (library research) 

yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya sedangkan 

penelitian ini yaitu jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Apabila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, baik 

library research maupun field research. 

Ratna dengan judul “Perilaku Konsumsi Masyarakat Perkotaan Perspektif 

Ekonomi Islam (Studi di Kota Parepare)”. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk 

mengetahui perilaku masyarakat perkotaan dalam menilai, memperoleh dan 

menggunakan barang dan jasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Perilaku 

masyarakat perkotaan dalam menilai, memperoleh dan menggunakan barang dan jasa 

yang diperoleh mereka terlebih dahulu memperhatikan kualitas barang dan jasa 

tersebut. Mereka memperoleh barang dan jasa atas dasar ketertarikan dan 

keinginannya untuk mendapatkan barang dan jasa tersebut. Mereka sering  pula 

melakukan pembelian terhadap barang yang sama tetapi bentuk dan warna yang 

berbeda. Namun tidak memperhatikan fungsi daripada barang dan jasa yang mereka 

beli. Sehingga barang yang mereka beli kadang tidak di gunakan atau hanya di 

jadikan sebagai koleksi atau pajangan saja. Karenanya, jika perilaku ini di lihat dalam 

persfektif ekonomi Islam, maka perilaku dalam menilai barang dan jasa ini di 

mubahkan oleh agama. Berbeda dengan perilaku masyarakat perkotaan dalam 

memperoleh dan menggunakan barang dan jasa dimana perilaku ini di larang karena 

ekonomi Islam tidak mengakui kecenderungan materialistis semata-mata dari pola 
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konsumsi moderen serta sikap boros (tabz}i>r)  dan menghambur-hamburkan harta 

(isra>f) bertentang dengan al-Qur’an dan Sunnah selain itu perilaku konsumsi dalam 

ekonomi Islam bertujuan agar mencapai falah dan maslahah.
9
  

Fokus penelitian terdahulu yaitu perilaku masyarakat perkotaan dalam 

menilai, memperoleh dan menggunakan barang dan jasa. Sedangakan fokus 

penelitian ini adalah fokus kepada penerapan konsep etika konsumsi Yu>suf al-

Qard}ha>wi> pada PNS di Kementerian Agama Kota Parepare.   

Dari kedua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut 

berbeda dengan penelitian yang akan di teliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul 

“Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama 

Kota Parepare (Implementasi Konsep Yu>suf al-Qard}ha>wi>)”. 

2.2 Tinjauan Teoritis 

2.2.1 Konsep dan Teori Ekonomi Yu>suf al-Qard}ha>wi> 

Prof. Dr. Yu>suf al-Qard}ha>wi>, nama lengkapnya adalah Syeikh Muhammad 

Yu>suf al-Qard}ha>wi>, lahir di Desa Shafat Turab Mesir bagian barat, pada tanggal 9 

September 1926. Yu>suf al-Qard}ha>wi> dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang 

unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaanya itu tak lain dan tak bukan ia 

memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran 

metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang 

pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat, 

kapasitasnya itulah yang membuat Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan 

internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari 

                                                             
9
Ratna, “Perilaku Komsumsi Mayarkat Perkotaan: Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota 

Parepare), (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare, 2015). 
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kelompok Islam. Karena keunikan dan keistimewaanya ia memiliki cara atau 

metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam yang membuat penulis memilih 

pemikiran Yu>suf al-Qard}ha>wi> sebagai dasar acuan teori dalam skripsi ini. 

Yu>suf al-Qard}ha>wi> mengemukakan bahwa ada empat aturan dasar yang telah 

di atur dalam Islam pada masalah ekonomi, yaitu: ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan 

sikap pertengahan, yang merupakan khas ekonomi Islam. 

Karakteristik utama dan pokok dalam Islam adalah “tauhid” yang menurut  

Yu>suf al-Qard}ha>wi> menunjukkan maksud bahwa tujuan akhir dan sasaran Islam 

adalah menjaga hubungan baik dan mencapai ridha-Nya. Sehingga pengabdian 

kepada Allah swt merupakan tujuan akhir, sasaran puncak cita-cita, usaha dan kerja 

keras manusia dalam kehidupan yang fana ini.
10

 

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini 

bertitik tolak dari Allah swt, bertujuan akhir kepada Allah swt, serta menggunakan 

sarana yang tidak lepas dari Syariat Allah swt. Maksudnya adalah setiap aktivitas 

ekonomi harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah swt. Karena Allah 

swt, yang telah menciptakan sarana untuk aktivitas ekonomi. Ketentuan-ketentuan 

Allah swt. Itu akan memudahkan para pelaku ekonomi dalam mengolah sarana 

tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta lebih luas lagi akan tercapainya 

kemaslahatan umum. 

Aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi dan import tidak lepas dari 

dasar ketuhanan dan bertujuan akhir untuk tuhan. Seorang muslim bekerja dalam 

bidang produksi, itu tidak lain kerena ingin memenuhi perintah tuhan. Ekonomi 
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Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Al-Khashooish Al-Ammah, terj. Rofi Munawwar , Karakterisktik Islam 

Kajian Analitik  (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 1-5. 
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dalam pandangan Islam bukanlah suatu tujuan akhir dari kehidupan ini, ekonomi 

suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi, 

penunjang pelayanan bagi akidah dan misi yang diembannya.
11

 

Lebih jauh lagi Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa dari paham ketuhanan 

dalam ekonomi Islam muncul norma istikhlaf. Norma ini menyatakan bahwa apa 

yang dimiliki manusia hanya titipan Allah swt. Jadi dengan adanya norma istikhlaf 

ini makin mengukuhkan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam.
12

 

Ciri khas ekonomi Islam yang kedua adalah etika. Menurut Yu>suf al-

Qard}ha>wi>  yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak 

pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika. Manusia muslim, individu maupun 

kelompok dalam lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi di beri kebebasan untuk 

mencari keuntungan sebesar-besarnya. Di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika 

sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau 

membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam 

memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya, ia 

terikat dengan buhul akidah dan etika mulia disamping juga hukum-hukum Islam.
13

 

Selain bercirikan ketuhanan dan etika, sistem ekonomi Islam juga berkarakter 

kemanusiaan. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa kemanusiaan bertolak 

belakang dengan ketuhanan sehingga tidak bisa digabungkan, tetapi menurut Yusuf 

Qardhawi dugaan itu tidaklah benar karena ide kemanusiaan berasal dari Allah swt. 

Serta dengan kata lain substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan.
14
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Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 31-33. 
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Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 41. 
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Teori ekonomi Islam yang terakhir menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi> adalah 

ekonomi Islam bersifat pertengahan (keseimbangan). Bahkan hal ini merupakan jiwa 

dari ekonomi Islam Manusia memiliki jiwa untuk membelanjakannya, jiwa bagi 

disiplin juga berfungsi sebagai peraturan untuk membedakan satu di siplin dengan 

disiplin lainnya. Misalnya disiplin Islam berbeda dengan di siplin sosialisme dan 

kapitalisme.
15

 

2.2.2 Konsep Etika Konsumsi Yu>suf al-Qard}ha>wi> 

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat 

berproduksi hingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jika tidak ada manusia 

yang bersedia menjadi konsumen, dan jika daya beli masyarakat berkurang karena 

sifat kikir yang melampaui batas, maka cepat atau lambat, roda produksi akan 

terhenti, selanjutnya perkembangan bangsapun terhambat.
16

 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia dilakukanlah serangkaian 

kegiatan atau aktifitas ekonomi. Salah satu yang sangat penting dan sangat mendasar 

dalam aktifitas ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan pemakaian atau 

penggunaan manfaat dari barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga 

konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama 

konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam kehidupan ekonomi 

individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-hati dalam 

mengkonsumsi harta kekayaan. Mungkin ada setumpuk besar kekayaan disebuah 

negara dengan suatu sistem pertukaran dan distiribusi yang jujur dan adil, tetapi jika 
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Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 69. 

16
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 138. 
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kekayaan itu tidak dibelanjakan dengan cara yang bijaksana atau dihambur 

hamburkan untuk sesuatu yang tidak perlu dan berpoya-poya, maka tujuan yang 

sebenarnya dari kekayaan itu akan hilang. 

Pemikiran tersebut mengacu kepada pandangan seorang ulama besar dari 

Mesir, Yu>suf al-Qard}ha>wi> dalam kitabnya yang terkenal Daurul Qiyam Wal Akhlaq 

Fil Iqtis\ha>dil Isla>mi> terjemahan Norma dan Etika Ekonomi Islam terdapat bukti-bukti 

yang menunjukkan perhatian terhadap konsumsi adalah sebagai berikut: 

1. Menafkahkan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir 

Dalam melakukan konsumsi di perbolehkan penggunaan segala yang baik dan 

menyenangkan serta melarang penggunaan segala yang tidak baik dan 

membahayakan. Karena menghormati selera dan kebiasaan individu, kebebasan 

sepenuhnya di berikan dalam menikmati apa-apa yang dihalalkan, sedangkan 

konsumsi yang di anggap merugikan kebaikan masyarakat umum, dan pemborosan 

nasional, tidak diperbolehkan. 

Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-

Baqarah/2:267. 

 

   ُ ُ  ُ ُُ  ُُ ُ  ُ   ُ ُُ ُُ

ُ ُ  ُُ ُ  ُُ ُُ  ُ ُُ  ُُ

ُ ُُُُُ 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari 

bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
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melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa 

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
17

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Islam menekankan dengan keras 

agar seseorang menafkahkan hartanya untuk kebaikan keluarganya dan menyebutnya 

sebagai suatu amal ibadah. Islam menganggap semua pengeluaran untuk kedua orang 

tua, anak-anak dan bahkan dirinya sendiri sebagai perbuatan saleh dan merupakan 

salah satu bentuk ibadah. Dan janganlah mengelurkan sedekah dari harta yang buruk 

dan jelek serta berkualitas rendah. 

Harta adalah salah satu unsur kekuatan umat dan salah satu pilar 

kebangkitannya. Dengan harta, umat bisa merealisasikan rencananya, bertambah 

pemasukkannya dan menaikkan tingkat penghasilan penduduknya. Bahkan pemilikan 

harta dan sumber daya alam punya peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan 

didalam kehidupan umat, kendati demikian harta juga menjadi ancaman bahaya bagi 

umat dan generasinya.
18

 

Harta diberikan Allah swt kepada manusia bukan untuk di simpan, di timbun 

atau sekedar di hitung-hitung tetapi di gunakan bagi kemaslahatan manusia itu sendiri 

serta sarana beribadah kepada Allah swt. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang 

keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan. 

Kekikiran mengandung dua arti, pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan 

hartanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. 

Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang 

baik dan amal. 

                                                             
17

Departemen Agama RI, Al-Hikmah; Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 45. 

18
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishod, terj. Didin Hafidhuddin, Peran 

Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam (Cet.I; Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 109. 
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Menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi> memiliki harta untuk di simpan, di perbanyak, 

lalu di hitung-hitung adalah tindakan yang di larang. Ia merupakan penyimpangan 

petunjuk Tuhan, sunnah mukmin, dan memungkiri keberadaan istikhlaf.19
 

Menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi> seorang muslim di larang memperoleh harta dari 

jalan haram, ia juga di larang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang di 

haramkan. Ia juga tidak di benarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan 

melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istikhlaf 

atau harta milik Allah swt.
20

 

Halal artinya boleh atau mubah jika berkaitan dengan sesuatu yang 

dikonsumsi, maka artinya boleh di konsumsi dan ini berarti tidak mengandung bahan-

bahan yang tidak halal (haram). Dasar pertama yang di tetapkan Islam adalah bahwa 

asal sesuatu yang di cipta Allah swt adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang 

haram , kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari Syar’i (yang berwenang 

membuat hukum itu sendiri ialah Allah swt dan Rasul).
21

 

Dalam ekonomi Islam, secara moral membatasi manusia memenuhi 

konsumsinya. Di samping itu barang-barang yang di konsumsinya harus halal. 

Seorang muslim harus sensitif terhadap sesuatu yang dilarang oleh Islam. 

Mengkonsumsi produk-produk yang jelas keharamannya harus dihindari, seperti 

minum khamar dan makan daging babi. Seorang muslim haruslah senantiasa 

mengkonsumsi sesuatu yang pasti membawa manfaat dan maslahat, sehingga jauh 

dari kesia-siaan. Karena kesia-siaan adalah mubaz}ir, dan hal itu dilarang dalam Islam. 

                                                             
19

Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 138. 

20
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 138. 

21
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Halal Dan Haram Dalam Islam (Cet.I; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 

1995), h.14. 
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Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl/16:114: 

ُ ُ   ُُ ُ   ُ   ُ ُُُُ  ُ  ُ

ُُُ 

Terjemahnya: 

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah 

kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja 

menyembah.
22

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan Allah swt memberlakukan syarat yang 

halal dan baik untuk apa-apa yang boleh di konsumsi dan memerintahkan agar 

bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah swt disertai pengandaian jika hanya 

kepada Allah swt saja beribadah. Islam melarang mengkonsumsi barang-barang yang 

tidak bermanfaat atau yang dapat merusak (membahayakan) diri sendiri ataupun 

lingkungan, seperti membeli barang-barang haram (narkoba), menghimpun dana 

untuk perjudian, membangun rumah-rumah tempat prostitusi.
23

 

Yu>suf al-Qard}ha>wi> menegaskan bahwasanya menafkahkan harta dalam 

kebaikan dan mejahui sifat kikir dalam konsumsi memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Menggunakan harta secukupnya 

Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki adalah hak sah menurut 

Islam. Namun, pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati 

karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, yang memang 

tidak sempurna kecuali dengan harta yang di jadikan Allah swt bagi manusia sebagai 

satu pijakan.
24

 

                                                             
22

Departemen Agama RI, Al-Hikmah; Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 280. 

23
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 158. 

24
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 138. 
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Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta secara wajar 

dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Manusia 

juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus meningkatkan kuantitas 

konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya. 

Pada hakikatnya ajaran Islam bertujuan menggugah orang agar mengeluarkan 

harta yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran mereka 

tidak boleh melebihi pendapatan yang mereka peroleh. Sebab ini dapat membawa 

mereka pada pemborosan. Mereka juga dilarang membelanjakan hartanya jauh 

dibawah kemampuan mereka. Sebab, ini dapat menyeret mereka pada kekikiran. 

b. Wajib membelanjakan harta 

 Perintah wajib membelanjakan uang tercantum setelah anjuran beriman 

kepada Allah swt dan Nabi-Nya. Ini merupakan pertanda jelasnya perintah 

membelanjakan uang, bukan sekadar anjuran yang boleh di kerjakan atau di 

tinggalkan. Kombinasi antara iman dan infak dijelaskan dalam ayat al-Qur’an surah 

Q.S. Al-Baqarah/2:3: 

 ُ ُ   ُ  ُ ُ  ُ    ُُُُُُ

 

Terjemahnya: 

(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan 

menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka.
25

 

 Berdasarkan ayat di atas menjelaskan Allah swt bahwa  Rezki: segala yang 

dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezki, ialah memberikan sebagian 

dari harta yang telah direzkikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyari'atkan 

                                                             
25

Departemen Agama RI, Al-Hikmah; Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 2, 
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oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum 

kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain. 

 Menurut Islam, harta pada hakekatnya adalah milik Allah swt. Namun karena 

Allah swt telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka 

perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk manfaatkan serta mengembangkan harta, yang antara lain adalah 

karena menjadi hak miliknya. Sebab ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya 

dia memiliki harta tersebut hanya untuk di manfaatkan.
26

 

c. Dua sasaran membelanjakan harta 

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta yaitu  fi> s\abi>lilla>h, dan untuk diri 

dan keluarga. Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta dijalan Allah swt dengan 

bentuk perintah dan peringatan, dalam bentuk ingkar dan anjuran, dalam bentuk 

ganjaran mulia, dan dalam bentuk ancaman keras. Islam menggariskan bahwa 

membelanjakan harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta 

untuk orang banyak dalam jumlah lebih besar daripada nafkah pribadinya. 

Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang 

ditanggungnya. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta dan harta 

yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya apakah 

terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan bakhil. 

al-Qur’an mengingkari seruan para z}uh}ud dan angkuh yang mengharamkan untuk 

dirinya segala bentuk kebaikan yang dihalalkan Allah swt.
27

 

                                                             
26

Muhammad, Etika Bisnis Islami (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004), h. 24-

25. 

27
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadli Islami, h. 142. 
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Secara khusus jika kegiatan konsumsi itu di maknai sebagai usaha untuk 

membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah 

pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan s\abi>lilla>h. Seorang muslim 

tidak di perbolehkan mengharamkan harta yang halal dan harta yang baik untuk diri 

dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan z}uh}ud, 

hidup kekurangan ataupun karena pelit dan bakhil. Ini berarti suatu penegasan bahwa 

Allah swt secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang 

halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam 

batas-batas tertentu. Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, 

Allah swt menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk 

kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah swt.  

Jadi, menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi> harta dalam Islam dilarang untuk di simpan 

atau di timbun sehingga nantinya akan timbul tidak berjalannya roda ekonomi suatu 

masyarakat. Hendaknya harta yang kita miliki di manfaatkan atau di belanjakan 

sesuai dengan kaidah norma dan etika yang berlaku dalam Islam. 

2. Islam Memerangi Tindakan Mubazir 

 Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya utnuk 

memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkannya dijalan 

Allah. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang memerangi kekikiran dan 

kebakhilan. Disamping itu juga ada tuntunan yang melarang tindakan mubazir karena 

Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.
28

 

                                                             
28

Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 148. 
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 Seorang muslim senantiasa membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-

kebutuhan yang bermanfaat dan tidak berlebihan (boros/isra>f). Sebagaiman seorang 

muslim tidak boleh memperoleh harta haram, ia juga tidak akan membelanjakannya 

untuk hal yang haram.  

 Salah satu ketetapan al-Qur’an dalam bidang ekonomi yang menyangkut 

aspek konsumsi adalah larangan untuk bertindak mubaz}ir. Tabz}i>r atau isra>f artinya 

menghambur-hamburkan harta dan menafkahkannya dalam kemewahan atau 

berlebihan.
29

 

 Konsumsi berlebih-lebihan yang merupakan ciri khas masyarakat yang idak 

meneganal Tuhan, dikutuk dalam Islam dan disebut dengan istilah isra>f (pemborosan) 

atau tabz}i>r (menghambur-hamburkan harta tanpa guna).
30

 Beberapa sikap yang harus 

di perhatikan dalam menghindari tindakakn mubaz}ir adalah: 

a. Menjauhi berutang 

  Setiap muslim di perintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan 

pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak di anjurkan, kecuali untuk keadaan yang 

sangat terpaksa. Utang adalah kegundahan dan kesedihan. Orang yang berutang sibuk 

memikirkan cara melunasinya. Jika bertemu dengan orang yang diutangi, ia 

mengucapkan janji-janji palsu untuk mengundurkan saat pembayaran.
31

 

Dalam hadist Ibnu Majah No. 2404, kitab Hukum-hukum, Bab Teguran Keras 

dalam masalah hutang dikatakan: 

                                                             
29

Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro (Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2008), h.32. 

30
Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etka Islami Untuk Dnia Usaha) 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h.165. 

31
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 150. 
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ُسَعْدٍُعَنُْأبَيِهُِعَنُْع مَرَُبْنُِأبَيُِسَلمََةَُعَُ ُحَدَّثنَاَُإِبْرَاهِيم ُبْن  نُْأبَيِهُِعَنُْحَدَّثنَاَُأبَ وُمَرْوَانَُالْع ثمَْانِيُّ

علََّقةٌَُبِدَيْنهُِِحَتَُّ ؤْمِنُِم  ُالْم  عَليَْهُِوَسَلَّمَُنفَْس   ُ ُِصَلَّىُاللََّّ ُاللََّّ ََىُعَنْه ُأبَيُِه رَيْرَةَُقاَلَُقاَلَُرَس ول  ىُي قْ
32 

Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Al Utsmani berkata, telah 

menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Bapaknya dari Umar bin Abu 

Salamah dari Bapaknya dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW 

bersabda, “Jiwa seorang mukmin masih akan terus tergantung pada utangnya 

hingga ia lunasi.” (HR. Ibnu Majah) 

Hadis ini menandakan betapa pentingnya memenuhi hak sesama manusia, 

sehingga mereka yang wafat dijalan Allah yang mempunyai derajat tinggi yang 

diharapkan tiap orang muslim, tidak bisa menebus dosanya jika ia masih mempunyai 

utang. Rasulullah melarang untuk menyalati jenazah yang meninggalkan hutang 

sedangkan dia tidak meninggalkan harta untuk membayar, sedangkan tidak ada orang 

yang menjamin. 

Setiap muslim dianjurkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan 

pengeluaran dan uang pendapatan dengan uang belanja, agar ia tidak terpaksa 

berhutang dan merendahkan diri di hadapan orang lain. Berlebih-lebihan dalam 

kesenangan pribadi atau dalam pengeluaran belanja untuk memenuhi sejumlah 

keinginan tidak berlaku penting disebut kemewahan. Islam melarang penggunaan 

barang-barang mewah, karena barang-barang tersebut akan mendorong tumbuhnya 

industri yang tidak produktif dan tidak bermoral dan akan menebarkan unsur-unsur 

yang bersifat membahayakan dan mengganggu masyarakat. 

 Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan 

berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan 

                                                             
32

Sunan Ibnu Majah, Sunan IbnuMajah juz II, terj. Al- Ustadz H. Abdullah Shonhaji, 

Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III (Semarang: CV.Asy Syifa, 1993), h. 222. 
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boros. Dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang akan membawa 

konsumsi yang adil, seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. 

Artinya konsumen tidak akan terlilit utang yang akan membuat hati mereka 

gundah dan sedih. 

b. Menjaga aset yang pokok dan mapan 

 Tidak sepatutnya seorang muslim memperbanyak belanjanya dengan cara 

menjual aset-aset yang mapan dan pokok, misalnya tempat tinggal. Nabi 

mengingatkan, jika terpaksa menjual asset maka hasilnya hendaknya di gunakan 

untuk membeli asset lain agar berkahnya tetap terjaga. 

 Sudah sepantasnya seorang muslim menjaga asetnya dan tidak sepatutunya 

memperbanyak uang belanja sehingga terpaksa menjual aset yang pokok dan mapan 

seperti menjual rumah atau lahan pertanian, perkebunan, pabrik dan bangunan yang 

mendukung kelangsungan hidupnya
33

 kecuali jika terpaksa bukan karena berpoya-

poya atau bersenang-senang.  

c. Tidak hidup mewah dan boros 

 Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan 

dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan 

merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Kemewahan 

dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu 

birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama 

karenanya menjauhkan diri dari Allah swt. Kemegahan akan merusak masyarakat 

karena biasanya terdapat golongan minoritas kaya yang menindas mayoritas miskin.
34
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Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 150 

34
Yu>suf al-Qard}ha>wi>, Norma Dan Etika Ekonomi Islam, h. 152. 
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 Islam mengharamkan berlebih-lebihan dan kemewahan, karena bahaya 

kemewahan dibidang ekonomi dalam hubungannya dengan individu maupun orang 

banyak adalah sama. Kemewahan menyebabkan adanya sifat pemborosan sikap yang 

mendorong orang berbuat keji dan melemahkannya dari perjuangan dan pengorbanan 

dalam kondisi tersebut terletak bahaya yang paling besar atas umat Islam. 

Kemewahan menyebabkan orang menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak 

berguna sebaliknya sebagian harta diarahkan untuk pembangunan seperti sekolah, 

rumah sakit, tentu manfaatnya akan kembali pada orang banyak.
35

 

3. Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta 

 Membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap 

terpuji bahkan penghematan merupakan salah satu langkah yang sangat dianjurkan 

pada saat krisis ekonomi terjadi. Dalam situasi ini sikap sederhana yang dilakukan 

untuk menjaga kemaslahatan masyarakat luas. 

 Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam 

ekonomi Islam. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah dalam 

berkonsumsi. Di antara dua cara hidup yang “ekstrim” antara paham materialistis dan 

z}uhud. Ajaran al-Qur’an menegaskan bahwa dalam berkonsumsi manusia dianjurkan 

untuk tidak boros dan tidak kikir.
36

 

 Jika sifat sederhana dituntut dalam kehidupan pribadi, ia juga dituntut dalam 

kehidupan bernegara, khususnya dalam membelanjakan uang negara. Ini berlaku bagi 

semua jajaran, mulai dari kepala negara, menteri, gubernur, sampai jajaran tingkat 
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bawah. Para pemimpin umat Islam sepantasnya menjadi suri tauladan bagi rakyat 

dalam menjauhi korupsi dan memamerkan kemewahan dan kemegahan.
37

 

 Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan 

berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antar kikir dan 

boros. Kikir sangat dilarang, begitu juga dengan boros. Kikir mencerminkan sikap 

tidak mengoptimalkan karunia Allah swt, sedangkan boros mencerminkan sikap 

menyia-nyiakan karunia.
38

 

 Membiasakan pengeluaran yang hati-hati menjadi lebih penting dalam 

mengkonsumsi barang-barang yang tidak termasuk dalam kebutuhan pokok tetapi 

dimaksudkan untuk memmudahkan untuk memudahkan hidup manusia dan lebih 

nyaman seperti mobil, telepon, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Dengan 

begitu, seorang pengusaha muslim tidak harus menghamburkan kekayaannya dalam 

mendapatkan produk ini dengan terlalu sering berganti model.
39

 

 Perbedaan perilaku konsumen muslim dan konsumen non muslim adalah jika 

konsumen muslim memiliki keunggulan bahwa harta yang mereka peroleh semata 

mata untuk memenuhi kebutuhan individu (materi) tetapi juga kebutuhan sosial 

(spiritual). Konsumen muslim ketika ia mendapat penghasilan, ia menyadari bahwa ia 

hidup untuk mencari ridha Allah swt, maka ia menggunakan sebagian hartanya di 

jalan Allah swt, tidak ia habiskan untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, perilaku 

seorang konsumen muslim harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah swt 

(h}ablu mina allah) dan manusia (h}ablu mina anna>s). 
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 Prinsip kesederhanaan memiliki impikasi bahwa konsumen boleh 

mengkonsumsi barang selagi barang tersebut mampu memberikan kebaikan serta 

kesempurnaan dalam usaha mengabdikan diri kepada Allah swt. 

 Sedangkan perilaku konsumen non-muslim tidak memperhatikan dari mana 

mereka mendapatkan hartanya dan harta yang mereka dapatkan tidak dimanfaatkan 

untuk kebaikan untuk dirinya, melainkan hanya memenuhi kepuasan nafsu dan 

membelanjakan dalam hal yang tidak jelas halal haramnya. Islam memandang segala 

yang ada di bumi dan seisinya hanyalah milik Allah, sehingga apa yang di miliki 

adalah amanah. Oleh karena itu, manusia di tuntut untuk menyikapi harta benda 

untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, proses yang benar, 

pengelolaan dan pengembangan yang benar. 

 Karena itulah dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim harus 

memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat di peroleh 

baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan 

terhadap sesama. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan 

dampak atau manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedang pemenuhan 

terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping 

manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seorang, maka pemenuhan 

kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahah sekaligus kepuasan, namun jika 

pemenuhan kebutuhan tidak di landasi keinginan, maka hanya akan memberikan 

manfaat saja. 

 Secara khusus jika kegiatan konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk 

membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama adalah 

pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan sabilillah. Seorang muslim 
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tidak diperbolehkan mengharamkan harta yang halal dan harta yang baik untuk diri 

dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik karena alasan z}uh}ud, 

hidup kekurangan ataupun karena pelit dan bakhil. Ini berarti suatu penegasan bahwa 

Allah swt secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang 

halal, baik tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam 

batas-batas tertentu. Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, 

Allah swt menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk 

kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah swt.
40

 

Seorang muslim di tuntut untuk selektif dalam membelanjakan hartanya. 

Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus segera dibeli. Karena sifat dari 

kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia di pengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang 

pemasar sangat pandai mengeksploitasi rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang 

yang sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah 

sangat dibutuhkan. Contoh sederhana air mineral. Dahulu orang tidak terlalu 

membutuhkannya. Namun karena perusahaan rajin “memprovokasi” pasar, kini 

hampir di setiap rumah kita ada air mineral. 

Selain itu perilaku konsumen dalam Islam harus senantiasa memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: Harus dapat membeli barang-barang yang memang di 

butuhkan, harus dapat memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan 

terjamin) dan harus memperhatikan jumlah uang yang di miliki, jangan sampai lebih 

besar pasak daripada tiang atau dengan kata lain lebih besar pengeluaran daripada 

pendapatan.
41
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Konsumsi dalam Islam pada hakikatnya memiliki suatu pengertian yang 

positif. Larangan dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai 

bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi yang rasional Islami. 

Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu atau tidak membeli barang-barang 

yang memang tidak dibutuhkan, hanya memilih barang dan jasa yang berkualitas 

(mutunya baik dan terjamin), serta memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan 

sampai lebih besar pasak daripada tiang.  

2.2.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

 Pegawai Negeri Sipil merupakan pekerjaan yang banyak diminati atau 

diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, padahal awal pembentukannya, 

Pegawai Negeri Sipil merupakan tenaga-tenaga yang mau bekerja secara tulus dan 

ikhlas serta sukarela untuk mengabdi kepada negara. Perjalanan Pegawai Negeri Sipil 

bermula ketika jaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(selanjutnya disingkat ASN) Pasal 1 Angka 3 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil 

yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 

pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Di dalam 

Undang-undang tersebut juga telah dijelaskan salah satu asas penyelenggaraan 

kebijakan dan manajemen ASN mengenai asas kesejahteraan yang terdapat dalam 

Pasal 2 dan dipertegas lagi dalam Pasal 21 PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, 

fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan; dan 

pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan kegairahan bekerja, 

diselenggarakanlah usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang meliputi program 
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pensiun dan tabungan hari tua, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi 

pendidikan bagi putra putri Pegawai Negeri Sipil dengan cara membayar iuran setiap 

bulan dari penghasilannya, selain membayar iuran setiap bulan, pemerintah juga 

menanggung subsidi dan iuran untuk penyelenggaraan program pensiun dan 

penyelenggaraan asuransi kesehatan yang besarnya telah ditetapkan di dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 21 adalah:  

PNS berhak memperoleh :  

1. Gaji, tunjangan, fasilitas;  

2. Cuti  

3. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua;  

4. Perlindungan;  

5. Pengembangan Kompetensi.
42

 

 Pendapatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah diatur dan ditetapkan sesuai 

dengan golongan/pangkat dan masa kerja. Pendapatan PNS diterima selama satu 

bulan sekali. Pendapatan yang mereka peroleh tersebut, digunakan untuk keperluan 

konsumsi, baik konsumsi kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier. 

2.3 Tinjauan Konseptual 

 Judul skripsi ini adalah “Perilaku Etika Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) Kemeterian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep Yu>suf al-

Qard}ha>wi>)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi 
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pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih spesifik. Disamping 

itu tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul 

tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat 

menghindari dari kesalapahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang 

pembatasan makna dari judul tersebut.  

2.3.1 Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan pertemuan kedua kata ini 

bermaksud untuk mencari bentuk tentang hal-hal yang disepakati.
43

 

2.3.2 Norma dan Etika komsumsi Yu>suf al-Qard}ha>wi> adalah studi yang 

mengkhususkan untuk mengarahkan setiap masyarakat dalam perilaku 

komsumsinya yaitu menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat 

kiki; melarang tindakan berfoya-foya, berlebih-lebihan dan mubaz}ir; Sikap 

sederhana dalam membelanjakan harta. 

2.3.3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang 

ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 

suatu jawaban negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasrkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) sudah diatur dan ditetapkan sesuai dengan golongan/pangkat dan 

masa kerja. Pendapatan PNS diterima selama satu bulan sekali. Pendapatan 

yang mereka peroleh tersebut, digunakan untuk keperluan konsumsi, baik 

konsumsi kebutuhan pokok, sekunder maupun kebutuhan tersier. 
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2.4 Bagan Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep 

dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap 

fokus penelitian.
44

  

  Gambar 1.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode-metode penelitian yang di gunakan dalam pembahasan ini meliputi 

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan 

sumber data yang di gunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.45 

Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai 

berikut: 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Apabila dilihat 

dari jenia datanya, penelitian ini menggunakan data kualitatif, baik library research 

maupun field research. Terkait dengan itu, penelitian yang penulis lakukan bersifat 

library research dan field research. Dalam library research, literatur yang dijadikan 

rujukan adalah dokumen. Khalid Narbuko dan J.Maleong menyatakan, dokumen 

merupakan sumber penting yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian kualitatif.
46

 Dokumen yang dimaksud adalah literatur-literatur yang 

berbicara tentang norma dan etika konsumsi, buku Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil 

Iqtis\ha>dil Isla>mi> dan hal-hal yang berkaitan dengannya. 

Sedangkan dalam field research, data lapangan diperoleh PNS di Kementerian 

Agama Kota Parepare dalam berperilaku komsumsi. Data lapangan ini dibutuhkan 

untuk mengetahui perilaku konsumsi PNS dalam menerapkan etika konsumsi Yu>suf 

al-Qard}ha>wi>. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan di jadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian 

adalah di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku konsumsi PNS di 

Kementerian Agama khusunya PNS di bidang fungsional dalam menerapkan etika 

konsumsi, dimana studi ini membahas tentang etika konsumsi dalam konsep 

pemikiran Yu>suf al-Qard}ha>wi> seperti menafkahkan harta dalam kebaikan dan 

menjauhi sifat kikir, memerangi tindakan mubazir dan sikap sederhana dalam 

membelanjakan harta. Dan menganalisis lebih dalam pada PNS yang menerapkan 

atau tidak menerapakan konsep etika konsumsi Yu>suf al-Qard}ha>wi>. 

3.4 Jenis Sumber Data 

Sumber data ialah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun 

yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentk statistik atau dalam bentuk 

lainnya guna keperluan penerlitian tersebut.
47

 Dalam penelitian lazimnya terdapat dua 

jenis data yang di analisis, yaitu primer dan sekunder, adapaun sumber data tersebut 

adalah:  
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3.4.1 Data Primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh dari buku Daurul Qiyam Wal Akhlaq 

Fil Iqtis\ha>dil Isla>mi> dan melakukan observasi dan wawancara pada PNS di 

Kemeterian Agama Kota Parepare. 

3.4.2 Data Sekunder 

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam 

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-

lain.
48

 Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung serta melalui media perantara (di peroleh atau di catat oleh pihak lain). 

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari: 

1. Kepustakaan (buku-buku, skripsi) 

2. Internet (download. Pdf) 

3. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan.
49

 Adapun teknik yang digunakan dalam 

pengumpulan data antara lain:
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3.5.1 Teknik Library Research 

 Teknik library research di gunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan 

beberapa literature kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang 

berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan 

mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai 

dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

3.5.2 Teknik Field Research 

Teknik Field Research dilakukan dengan cara peneliti terjun lansung ke 

lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang 

berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang di gunakan untuk 

memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni 

sebagai berikut: 

1. Interview 

 Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan 

informasi tentang pembahasan sebara lisan antara narasumber atau responden dengan 

peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (face to face) mengenai 

“Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama 

Kota Parepare (Implementasi Konsep Yu>suf al-Qard}ha>wi>)”. 

2. Observasi 

 Metode observasi langsung yaitu cara pengambilan data dengqn menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.
50

 Data yang 

diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematika akan fenomena yang terjadi. Pengamatan feomena itu 
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dihususkan pada masalah tentang perilaku komsumsi PNS perlu menerapkan etika 

komsumsi  yang digagas oleh Yu>suf al-Qard}ha>wi> di Kementerian Agama Kota 

Parepare. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.
51

 Dalam hal 

ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan 

permasalahan pada penelitian ini. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data 

yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan 

ini penulis menempuh beberapa cara dalam menganalisa data yang diperoleh 

diantarnya sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis induktif 

 Analisis induktif ialah suatu proses yang digunakan untuk menganalis data 

berdasrkan pada data atau pendapat yang bersifat khuusus kemudian menarik 

kesimpulan umum. 

3.6.2 Analisis dedukatif 

 Dalam menganalisis data yang digunakan Analisis dedukatif yaitu cara 

berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang di peroleh dari 

hasil wawancara observasi beserta dokumentasi, kemudian di tarik kesimpulan yang 
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bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu 

fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data 

tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.
52

 

 Dalam memproses data dengan cara mengumpulkan semua data yang di 

dapatkan dari observasi dan wawancara yang di dapatkan di lapangan, setelah itu data 

akan dibaca dan diamati secara mendalam, analisis ata dilakukan ketika peneliti 

menemukan data di lapangan, setelah itu data akan di baca dan di amati secara 

mendalam, analisis data di lakukan ketika peneliti menemukan data di lapangan, data 

tersebut dianalisa seusai dengan rumusan masalah. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Kementerian Agama 

Keberadaan Departemen Agama dalam jajaran pemerintahan Negara Republik 

Indonesia sejak kabinet Republik Indonesia kedua, yaitu kabinet Syahrir bukan tanpa 

perjuangan akan tetapi adalah melalui sejarah perjuangan panjang. Pada tanggal 19 

Agustus 1945 dibicarakan jumlah kementerian yang akan dibentuk sesuai tugasnya 

masing-masing, yang disiapkan oleh sub panitia terdiri dari Subardjo, Surtadjo, dan 

Kasma Singodimejo. Dalam rapat ini Latuharhary keberatan dibentuknya 

Kementerian Agama, masalahnya siapa yang akan menjadi menteri Agama yang 

dapat diterima semua pihak. Saat itu disarankan agar masalah agama dipisahkan dari 

urusan kenegaraan dan negara tidak mencampuri urusan agama.  

Berdirinya Kementerian Agama lebih lanjut disyahkan berdasarkan penetapan 

pemerintah Nomer I/SD, tanggal 3 Januari 1946 bertepatan tanggal 24 Muharram 

1364 H dan sebagai menteri agama yang pertama adalah H. Rasyidi, BA (sekarang 

Prof. Dr. KH. Rasyidi) untuk pasangan lebih lanjut telah dikeluarkan penetapan 

Menteri Agama Nomer 6 Tahun 1956, tanggal 1 maret 1946, yang menetapkan 

bahwa tanggal 3 Januari 1946 sebagai hari berdirinya Departemen Agama Republik 

Indonesia, yang kemudian dalam rangka peringatan hari ulang tahun Departemen 

Agama yang ke 34 tanggal 3 Januari 1980, peringatan tersebut diubah sebutannya 

menjadi “Hari Amal Bhakti Departemen Agama”, yang disingkat “HAB DEPAG” 

Ketika wilayah Sulawesi Selatan dan Tenggara masih merupakan wilayah satu 
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provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, instansi Departemen Agama 

di tingkat Provinsi ketika itu bernama Jawatan Urusan Agama (JAURA) 

berkedudukan di Makassar, Sulawesi Selatan. Kepala Jawatan Urusan Agama yang 

pertama dijabat oleh Bapak Gazali (1950-1952), yang berkantor di Jalan Jenderal 

Ahmad Yani Makassar (sekarang Kantor Polwiltabes Makassar). Kantor Jawatan 

Urusan Agama ini bertugas sebagai perpanjangan tugas pemerintah pusat pada bidang 

agama dan keagamaan di tingkat provinsi. Setelah Bapak Gazali menjabat kepala 

Jawatan tahun 1950-1952, dilanjutkan oleh Bapak Ismail Napu (tahun 1952-1955) 

dan selanjutnya H. Zainuddin (1955-1960). 

Pada tahun 1960, Kantor Jawatan Urusan Agama Provinsi Sulawesi Selatan 

dipindahkan dari Jalan Jend. Ahmad Yani ke Jalan WR. Supratman pada masa Bapak 

Rahman Tahir (1960-1962). Pada tahun 1964, dijabat oleh KH. Badawi (1962-1964) 

terjadilah peralihan wilayah administrative provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara 

dibagi menjadi dua wilayah. Provinsi Sulawesi Tenggara berdiri sendiri sebagai satu 

wilayah administrative, ditandai dengan keluarya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1964. 

Seiring dengan tuntutan pelayanan pemerintahan, maka pada masa jabatan 

KH. Hasan (1967) Kantor Jawatan Urusan Agama berubah nomenklaturnya menjadi 

Kantor Perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan 

nomenklatur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada 

masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan. Perubahan nomenklatur ini juga, 

menjadikan lokasi kantor dipindahkan ke jalan Nuri hingga sekarang ini, pada saat itu 

dijabat oleh Bapak KH. Muh. Siri (1967-1970). 

Seiring dengan perkembangan dan semakin luasnya cakupan wilayah kerja, 



 

40 

maka nomenklatur Perwakilan Departemen Agama dirubah menjadi Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan. 

Pada tahun 2010, atas terbit Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 

tentang perubahan Departemen menjadi Kementerian, maka nama Departemen 

Agama dirubah menjadi Kementerian Agama. Saat ini Kantor Wilayah Kementerian 

Agama Provinsi Sulawesi Selatan secara struktural membawahi 23 Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten / Kota se-Sulawesi Selatan. 

4.1.2 Profil Kementerian Agama Kota Parepare 

1. Data Kantor Kementerian Agama Kota Parepare 

 Kabupaten/Kota : Kota Parepare 

 Alamat   : Jl. Jend. Sudirman No. 37 Parepare 

 Telp   : 0421 - 21133 

 Fax   : 0421 – 24996 

 Email   : kotaparepare.kementerianagama@ymail.com 

2. Visi dan Misi 

 VISI 

‘’Terwujudnya Masyarakat Kota Parepare yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, 

Sejahtera Lahir Batin’’. 

MISI 

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama 

2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama 

3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan 

Berkualitas. 

mailto:kotaparepare.kementerianagama@ymail.com
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4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan  Potensi Ekonomi 

Keagamaan.  

5. Mewujudkan Penyelanggaran Ibadah Haji dan Umrah yang Berkualitas 

dan Akuntabel. 

6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, 

Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Umum, dan Pendidikan 

Keagamaan. 

7. Mewujudkan  Tatakelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan 

Terpercaya di Kota Parepare. 

4.1.3 Struktur Organisasi 

Gambar 1.2 

  

KASUBBAG TATA USAHA 
Drs. H. Muh. Amin, MA 

 

KASI 

PENDIDIKAN 

MADRASAH 

Dr. Muhammad Idris 

Usman, S.Ag., MA. 

KASI PEND. 

DINIYAH DAN 

PONTREN 

Hamka, S.Pd. 

KASI PEND. 

AGAMA ISLAM 

H. Hasan Basri, S. 

Ag., MA 

KASI PENY. HAJI 

& UMRAH 

Hj. Hasna Nurdin, 

MA 

KASI BIMAS 

ISLAM 

H. Taufik Tahir, 

S.Ag., MM 

KASI PENY. 

SYARIAH 

M. Hasyim Usman, S. 

Hut 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA KANTOR 

H. Abdul Gaffar, S. Ag., MA 
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4.2 Menafkahkan Harta dalam Kebaikan dan Menjauhi Sifat Kikir 

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap perilaku manusia 

dalam memenuhi kebutuhn hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi Islam 

mengatur bagaimana dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia 

berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam menganai konsumsi 

terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah yang akan membawa pelakunya mencapai 

keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. 

Khusus dalam norma ekonomi Islam, terdapat norma ketuhanan yang
 
disebut 

dengan istilah istikhlaf. Norma ini menjelaskan bahwa apa yang dimiliki manusia itu 

hanyalah titipan Allah swt. 

Konsekuensi dari pemahaman istilah istikhlaf ini adalah bahwa harta yang 

dimiliki oleh setiap muslim harus dipergunakan sesuai dengan aturan Allah. Aturan 

Allah menyangkut pembelanjaan harta mencakup pembelanjaan harta untuk diri dan 

keluarga serta untuk bersedekah dijalan Allah. 

Harta kekayaan adalah sebagai karunia Allah swt, manfaat harta yang 

sebenarnya itu terletak dalam penafkahannya dan bukan penumpukannya. Orang-

orang yang menumpuk kekayaannya berarti tidak bersyukur. Sebab, mereka tidak 

memanfaatkannya untuk tujuan diciptakannya harta itu. Disamping itu dengan 

menahan harta kekayaan dari komunitas, berarti mereka juga menghilangkan manfaat 

harta tersebut untuk orang lain. Ini merupakan penyalahgunaan karunia Allah swt 

yang dimaksudkan untuk kebaikan semua orang. Dengan menumpuk kekayaan hal itu 

dapat mengakibatkan turunnya tingkat konsumsi. 

Dalam melakukan konsumsi diperbolehkan penggunaan segala yang baik dan 

menyenangkan serta melarang penggunaan segala yang tidak baik dan 
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membahayakan. Karena menghormati selera dan kebiasaan individu, kebebasan 

sepenuhnya diberikan dalam menikmati apa-apa yang dihalalkan, sedangkan 

konsumsi yang dianggap merugikan kebaikan masyarakat umum, dan pemborosan 

nasional, tidak diperbolehkan. Konsumsi memainkan peran yang sangat berarti dalam 

kehidupan ekonomi individu maupun bangsa. Sangatlah perlu untuk bersikap hati-

hati dalam mengkonsumsi harta kekayaan. 

Manusia diberi kebebasan dalam melaksanakan kegiatan konsumsi sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Dalam Islam tidak hanya 

mengatur tentang ibadah dan cara mendekatkan diri kepada pencipta-Nya namun juga 

perekonomian. Perbedaan antara ilmu ekonomi Islam dalam konsumsi terletak pada 

cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan setiap orang.
53

 

4.2.1 Menggunakan harta secukupnya 

Islam menganjurkan pola konsumsi dengan penggunaan harta sacara wajar 

dan berimbang, yaitu pola yang terletak diantara kekikiran dan pemborosan. Manusia 

juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus meningkatkan kuantitas 

konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang dimilikinya. 

Mengeluarkan harta harus sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran 

mereka tidak boleh melebihi pendapatan mereka. Sebab ini dapat membawa mereka 

pada sebuah pemborosan. Mereka juga dilarang membelanjakan hartanya jauh 

dibawah kemampuan mereka. Sebab, ini dapat mengakibatkan kekikiran. 

Dalam menggunakan harta seorang muslim harus sensitif terhadap sesuatu 

yang dilarang Islam. Menggunakan harta untuk dikonsumsi harus memperhatikan 
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kehalalan barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Dalam menggunakan harta, Islam 

menggariskan bahwa tidak boleh melampaui batas. 

Menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi> seorang muslim di larang memperoleh harta dari 

jalan haram, ia juga di larang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang di 

haramkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan 

melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istikhlaf 

atau harta milik Allah swt.
54

 

Seperti yang dikemukakan oleh informan dalam wawancaranya dengan 

peneliti yaitu: 

“Kita penuhi kebutuhan dulu, tapi harus juga sesuai dengan kemampuan kita, 

juga kalau beli sesuatu itu harus kita teliti dan selektif dalam memilih dan juga 

harus sesuai dengan kebutuhan kita jangan sampai kita lihat keindahannya 

tanpa lihat kualitas dan manfaatya untuk digunakan.”
55

 

Hal ini dikemukakan pula oleh informan lain yaitu: 

“Membelanjakan harta sesuai dengan pendapatan artinya kita harus bisa 

membagi-bagi pengeluaran, dan ketika beli sesuatu juga harus kita perhatikan 

kehalalannya dan juga manfaatnya, jangan asal beli saja.”
56

 

Penuturan yang sama oleh informan lain yaitu: 

“Kalau daftar perencanaan kalo saya ada memang, misalnya untuk bayar 

listrik, air kan kalau zakat sudah diambil dari gaji. Juga ada donatur untuk 

mushollah yang di atas. Dalam perbulannya memang sudah dibagi-bagi. 

Kalau untuk kebutuhan lebih itu istilahnya ada karena memang terencana 

apalagi sebagian ada juga di tabungan.”
57

 

Donatur untuk mushollah di kantor Kementerian Agama adalah untuk 

perbaikan dan perwatan mushollah itu sendiri. Pengadaan AC melalui sumbangan 
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dan partisipasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga perbaikan yang dilakukan di 

mushollah tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku 

konsumsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare 

telah menerapakan pemikiran Yu>suf al-Qard}ha>wi> yang dimana menegaskan 

bahwasanya menafkahkan harta dalam kebaikan dan mejahui sifat kikir dalam 

konsumsi salah satunya memperhatikan penggunaan harta secukupnya, yang di mana 

penggunaan harta tersebut sesuai dengan pendapatan dan kemampuan yang dimiliki. 

Menggunakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya adalah sikap terpuji. 

Dalam harta juga menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi seorang muslim di larang memperoleh 

harta dari jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang 

di haramkan. Ia juga tidak di benarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan 

melebihi batas kewajaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yang ketika ingin berbelanja 

lebih teliti dan seletif dalam memilih juga memperhatikan halal dan haram serta 

manfaatnya. 

Konsumsi seorang muslim harus sesuai Syari’ah terutama dalam konsumsi 

harta, karena harta seseorang yang dianugerahkan oleh Allah swt merupakan titipan 

yang harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendakNya. Hendaknya harta yang 

dikonsumsi membawa manfaat dan faedah bagi konsumen karena konsumsi yang 

tepat adalah konsumsi yang  merealisasikan manfaat konsumsi sebesar mungkin. 

Hal ini juga selaras dengan konsep ekonomi Yu>suf al-Qard}ha>wi> yaitu Etika. 

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber 

daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya, ia terikat dengan buhul akidah 
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dan etika mulia disamping juga hukum-hukum Islam. Seorang muslim tidak serta 

merta langsung menggunakan hartanya tanpa diketahui penggunakan harta itu untuk 

apa dan untuk tujuan apa. 

4.2.2 Wajib membelanjakan harta 

Harta adalah salah satu unsur kekuatan umat dan salah satu pilar 

kebangkitannya. Dengan harta, umat bisa merealisasikan rencananya, bertambah 

pemasukkannya dan menaikkan tingkat penghasilan penduduknya. Bahkan pemilikan 

harta dan sumber daya alam punya peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan 

didalam kehidupan umat, kendati demikian harta juga menjadi ancaman bahaya bagi 

umat dan generasinya.
58

 

Harta diberikan Allah swt kepada manusia bukan untuk di simpan, di timbun 

atau sekedar di hitung-hitung tetapi di gunakan bagi kemaslahatan manusia itu sendiri 

serta sarana beribadah kepada Allah swt. Konsekuensinya, penimbunan harta dilarang 

keras oleh Islam dan memanfaatkannya adalah diwajibkan. Konsumsi merupakan 

pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan jasa. Sehingga konsumsi 

merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan yang utama adalah 

konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh informan dalam wawancaranya dengan 

peneliti yaitu: 

“Saya pribadi yang paling utama adalah kebutuhan sehari-hari dulu, nanti 

kalau sudah aman baru ke kebutuhan yang lain, ditabung untuk kedepannya 

dan kalau ada rezeki lebih di sedekahkan, yang pasti ya dibelanjakan dulu 

untuk sehari-hari.”
59
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Hal yang sama dikemukan kan pula oleh informan lain yaitu: 

“Untuk pendapatan kita memang ada sebagian untuk ditabung, untuk 

kebutuhan yang lain tapi tidak semua ditabung, nanti setelah membeli barang-

barang yang dibutuhkan atau seperti membayar listrik, air. baru kalau ada sisa 

nanti kita tabung.”
60

 

Pendapat informan lain yaitu: 

“Yang jelas pertama kita harus membayar cicilan atau tanggung wajib tiap 

bulan, tapi kita jga harus menabung untuk masa depan sekolah anak-anak 

salah satunya atau siapa tahu dikemudian hari ada sesuatu yang mendesak 

tabungan itu bisa kita gunakan, untuk infaq atau sedekah itu biasanya 

sumbagan ke panti asuhan atau yayasan.”
61

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare mereka membelanjakan harta yang 

mereka miliki untuk kemaslahatan manusia itu sendiri serta sarana beribadah kepada 

Allah swt, menabung untuk kebutuhan masa depan tidak hanya mengumpulkan dan 

menyimpan tanpa rencana tapi ada tujuan dari tabungan tersebut. Islam membolehkan 

seseorang menabung untuk membiayai suatu keperluan yang direncanakan. 

Hal tersebut selaras dengan pemikiran Yu>suf al-Qard}ha>wi> yaitu memiliki 

harta untuk di simpan, di perbanyak, lalu di hitung-hitung adalah tindakan yang di 

larang. Ia merupakan penyimpangan petunjuk Tuhan, sunnah mukmin, dan 

memungkiri keberadaan istikhlaf.
62

 

4.2.3 Dua sasaran membelanjakan harta 

Ada dua sasaran untuk membelanjakan harta yaitu fi sabilillah, dan untuk diri 

dan keluarga. 
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1. Fi sabilillah 

Terdapat ajakan untuk menafkahkan harta dijalan Allah swt dengan bentuk 

perintah dan peringatan, dalam bentuk ingkar dan anjuran, dalam bentuk ganjaran 

mulia, dan dalam bentuk ancaman keras. Islam menggariskan bahwa membelanjakan 

harta tidak boleh melampaui batas, misalnya menafkahkan harta untuk orang banyak 

dalam jumlah lebih besar. Harta yang kita punya saat ini sebenarnya bukan milik kita 

seutuhnya. Harta merupakan amanah dan titipin dari Allah swt, tugas kita adalah 

menjaga dan membelanjakannya dijalan Allah. Sebagaimana yang dikemukan oleh 

informan yaitu: 

“Terkait dengan membelanjakan harta dijalan Allah itu salah satunya zakat, 

terlebih disini di BIMAS sendiri, sesuatu yang ada nilainya, ada rezki, ada 

barang itu tetap ada perhitungannya. Untuk zakat sendiri itu zakat fitrah dan 

zakat profesi sudah pasti langsung dipotong dari gaji. Untuk infaq dan 

sedekah itu persoalan pribadi, ya kalau ada rezeki berlebih dan kebutuhan 

sudah terpenuhi biasanya bersedekah atau semacam sumbangan.”
63

 

Hal serupa dikemukankan oleh informan lain yaitu: 

“Membelanjakan harta dijalan Allah biasanya zakat, kalau untuk zakat fitrah 

dan zakat profesi sudah diatur sendiri oleh kantor. Kalau untuk zakat maal ini 

tidak rutin kalau sudah sampai haul dan nisabnya baru dikeluarkan. Hal 

lainnya infaq dan sedekah juga misalnya seperti berkurban juga salah satunya, 

sumbangan ke panti asuhan pada bulan ramadhan dan sumbangan ketika ada 

bencana alam seperti kemarin itu di Palu ada juga yang dilombok.”
64

 

Pendapat diatas menunjukan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor 

Kementerian Agama Kota Parepare tidak hanya memperhatikan duniawi saja juga 

memperhatikan bagaimana membelanjakan harta dijalan Allah swt. Hal tersebut 

menunjukan bahwa mereka menerapkan membelanjakan harta di jalan Allah swt 

menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi> yaitu dalam bentuk infaq wajib yang sifatnya tertentu 
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dan jelas batasan-batasan, takaran seperti zakat yang diwajibkan dalam Islam. 

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare ketika terjadi bencana alam di 

Sulawesi Tengah mereka membuka Posko bantuan untuk korban gempa dan tsunami. 

Aksi penggalangan bantuan baik berupa dana, pakaian atau barang untuk 

lombok di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dimulai dengan 

merujuk pada Surat Himbauan Kepala Kemenag Kota Parepare kepada seluruh 

pimpinan Satker/Unit Kerja (Seksi/Penyelenggara, Madrasah Negeri dan Swasta 

maupun RA, KUA Kec., Pokjaluh dan Pengawas PAI) untuk mengkoordinir 

penggalangan nantuan bagi saudara kita yang tertimpa bencana korban gempa bumi 

di Lombok Nusa Tenggara Barat. 

Berbagai aksi penggalangan bantuan telah dilakukan, mulai dari permintaan 

sumbangan langsung kepada seluruh ASN Kemenag Parepare dan Pelajar 

Madrasah/RA berupa dana dan pakaian maupun barang, penggalangan dana ke 

Masyarakat yang mau peduli dengan aksi turun kejalan yang dilakukan oleh siswa 

madrasah, dan berkunjung ke pemukiman warga untuk mengetuk hati mereka agar 

mau peduli yang dilakukan oleh guru dan siswa RA.
65

 

Hal ini menunjukan bentuk kepedulian kepada sesama, Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) membelajakan hartanya bukannya hanya untuk dirinya sendiri dan untuk 

kemaslahatan hidupnya saja, namun juga untuk membantu orang lain. 
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2.  Diri dan keluarga 

 Bentuk nafkah yang kedua adalah nafkah untuk diri sendiri dan keluarga yang 

ditanggungnya. Sudah seharusnya menjadi kewajiban bagi diri manusia untuk 

menjaga dan mempertahankan hidup sebagai bentuk rasa syukur , bukan hanya pada 

diri sendiri tetapi termasuk keluarganya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

informan sebagai berikut: 

“Dalam membelanjakan harta itu sesuai kebutuhan, untuk anak-anak, untuk 

kebutuhan dapur juga. karena kalo untuk zakat sendiri sudah terpotong. Untuk 

kebutuhan keluarga lebih dahulu ke anak-anak, baik itu pendidikanya maupun 

kebutuhan lainnya.”
66

 

Yu>suf al-Qard}ha>wi> menerangkan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan 

mengharamkan harta dan harta yang baik untuk diri dan keluarganya, padahal ia 

mampu mendapatkannya apakah terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba 

kekurangan atau karena pelit dan bakhil. Ini berarti suatu penegasan bahwa Allah swt 

secara global telah melegalkan manusia untuk menikmati kenikmatan yang halal, baik 

tentang makanan, minuman, maupun perhiasan dengan cara dan dalam batas-batas 

tertentu. Selanjutnya terhadap apa yang telah lebih dari kebutuhan kita, Allah swt 

menganjurkan agar kita membelanjakannya untuk sabilillah, untuk kepentingan 

umum dalam rangka mencari ridha Allah swt.  

Selain pembelanjaan yang sesuai dengan pendapatan dalam pembelanjaan 

harta disini berkaitan dengan kebiasaannya. Jika dilihat dari membelanjakan harta 

dengan kebiasaannya belum tentu seimbang membelanjakan harta dengan cara 

kebiasaannya termasuk dari menunjukan sifat boros, karena dalam kebiasaan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam membelanjakan harta sangat berbeda-beda. Sikap 
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boros termasuk sikap yang merusak harta, meremehkan atau kurang merawatnya 

sehingga rusak dan binasa. 

Hal ini juga dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor 

Kementerian Agama Kota Parepare yaitu mengelurakan hartanya untuk diri sendiri 

dan keluarganya. Kehidupan istri dan anak-anaknya merupakan bagian dari 

kehidupan sendiri yang sudah sepantasnya untuk diberi nafkah, bukan hanya sekedar 

nafkah melainkan nafkah yang baik. 

Secara khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama 

Kota Parepare ini telah menerapkan etika konsumsi Yu>suf al-Qard}ha>wi> yaitu 

menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir yaitu membelanjakan 

harta mereka sesuai dengan kemampuan. Pengeluaran tidak seharusnya lebih besar 

dari pendapatan sehingga mengarah pada pemborosan dan sebaliknya tidak 

seharusnya menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah kepada 

kebakhilan. Islam menghendaki sikap moderat dalam pengeluaran sehingga tidak 

mengurangi sirkulasi kekayaan (menimbun harta) dan tidak melemahkan kekuatan 

ekonomi masyarakat (akibat pemborosan). Jika kegiatan konsumsi itu di maknai 

sebagai usaha untuk membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi 

sasaran utama adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan 

sabilillah. 

Menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi seorang muslim dilarang memperoleh harta dari 

jalan haram, ia juga dilarang membelanjakan hartanya dalam hal-hal yang 

diharamkan. Ia juga tidak dibenarkan membelanjakan uang dijalan halal dengan 

melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istihklaf 
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atau harta milik Allah swt.
67

 

Konsumsi seorang muslim harus sesuai Syari’ah terutama dalam konsumsi 

harta, karena harta seseorang yang dianugerahkan oleh Allah swt merupakan titipan 

yang harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendakNya. Hendaknya harta yang 

dikonsumsi membawa manfaat dan faedah bagi konsumen karena konsumsi yang 

tepat adalah konsumsi yang merealisasikan manfaat konsumsi sebesar mungkin. 

Harta adalah alat untuk merealisasikan kesejahteraan manusia. Harta tidaklah dapat 

diwujudkanj kesejahteran kecuali digunakan atau dibelanjakan. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare 

dalam membelanjakan hartanya yaitu teliti dan seletif dan juga memperhatikan 

manfaat dari apa yang dibelanjakannya. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat 

ini harus segera dibeli. Karena sifat dari kebutuhan sesungguhnya dinamis, ia 

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Seorang pemasar sangat pandai mengeksploitasi 

rasa butuh seseorang, sehingga suatu barang yang sebenarnya secara riil tidak 

dibutuhkan tiba-tiba menjadi barang yang seolah sangat dibutuhkan. Contoh 

sederhana air mineral. Dahulu orang tidak terlalu membutuhkannya. Namun karena 

perusahaan rajin “memprovokasi” pasar, kini hampir di setiap rumah kita ada air 

mineral. 

Selain itu perilaku konsumen dalam Islam harus senantiasa memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Harus dapat membeli barang-barang yang memang dibutuhkan. 

2. Harus dapat memilih barang dan jasa yang berkualitas (mutunya baik dan 

terjamin). 
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3. Harus memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan sampai lebih besar 

pasak daripada tiang atau dengan kata lain lebih besar pengeluaran daripada 

pendapatan
68

 

Seorang muslim harus berhati-hati dalam segala hal karena setiap perilaku 

akan menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif yang 

akan diterima oleh dirinya maupun oleh orang lain, dalam setiap perilaku akan 

dipertanggung jawabkan termasuk dalam berkonsumsi. 

Dalam membelanjakan harta yang harus diperhatikan adalah kualitas 

barangnya, barang tersebut dapat menimbulkan dampak yang baik atau buruk. Selain 

dari segi kualitas yang harus diperhatikan  adalah segi kuantitas yang dalam 

mengkonsumsinya tidak boleh kurang ataupun lebih dari yang diperlukan. 

Salah satu contoh membelanjakan harta untuk sesuatu yang dilarang oleh 

agama adalah membelanjakan hartanya untuk mendapatkan barang yang 

memabukkan, seperti minum keras, narkotika dan sejenisnya. 

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik 

itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta 

Allah swt untuk manusia adalah ketaatan  kepada-Nya.
69

 

Selain teliti dan selektif Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian 

Agama Kota Parepare dalam membelanjakan hartanya mereka tidak hanya memenuhi 

kebutuhan pokok atau kebutuhan diri dan keluarga namun menafkahkan hartanya 

dijalan Allah dengan berzakat, berinfaq dan bersedekah. Dalam pandangan ekonomi 

Islam juga menekankan dengan keras agar seseorang menafkahkan hartanya untuk 
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kebaikan keluarganya dan menyebutnya sebagai suatu amal ibadah. Islam 

menganggap semua pengeluaran untuk kedua orang tua, anak-anak dan bahkan 

dirinya sendiri sebagai perbuatan saleh dan merupakan salah satu bentuk ibadah 

Selanjutnya kegiatan konsumsi terhadap barang atau jasa yang dihalalkan atau 

mubah bisa menjadi sunnah ketika ditujukan untuk hal yang benar sehingga dapat 

dinilai ibadah dan mendapat berkah. Namun, sebaliknya jika kegiatan ini tidak 

diniatkan secara benar dan menimbulkan kerugian (pada diri maupun pihak lain, 

maka perbuatan ini tidak bisa dinilai ibadah). 

Perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik 

itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam, karena kenikmatan yang dicipta 

Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya. Menurut Islam melakukan suatu 

kegiatan konsumsi akan bisa menimbulkan dosa ataupun pahala tergantung niat, 

proses dan produk yang dikonsumsi. 

Perilaku konsumsi tidak hanya memenuhi jasmani tettapi memenuhi rohani, 

dalam artian bahwa perilaku konsumsi seorang muslim yang merupakan bagian dari 

ibadah, hendaklah perilakunya selalu mengikuti aturan Islam. 

Konsep keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim bukan diukur dari 

seberapa besar harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki. Kesuksesan seorang 

muslim diukur berdasarkan seberapa besar ketakwaan seseorang akan membawa 

konsekuensi terhadap berapapun besar dan banyaknya harta yang dapat dia peroleh 

dan bagaimana menggunakannya. Dia akan selalu bersyukur meskipun harta yang 

dimiliki secara kuantitas relatif sedikit. Apalagi jika yang diperoleh lebih banyak, 

akan semakin memperbesar rasa syukur dan semakin besar bagian yang akan 

diberikan kepada yang tidak mampu. Demikian pula saat kekurangan harta, dia akan 
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tetap bersabar atas ujian yang telah menimpanya dan tidak mengambil jalan pintas 

untuk mendapatkannya apalagi sampai melanggar ketentuan syariat Islam. 

4.3 Islam Memerangi Tindakan Mubazir 

Konsumsi merupakan pemakaian atau penggunaan manfaat dari barang dan 

jasa. Sehingga konsumsi merupakan tujuan yang penting dari produksi tetapi tujuan 

yang utama adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Namun 

dalam membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan 

tidak berlebihan (boros/isra>f). 

4.3.1 Menjauhi Berhutang 

Islam adalah agama yang ajarannya mengatur segenap prilaku manusia dalam 

memenuhi kebutuhn hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi Islam 

mengatur bagaimana dapat melakukan kegiatan konsumsi yang membawa manusia 

berghuna bagi kemaslahatan hidupnya. Seluruh aturan Islam menganai konsumsi 

terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah yang akan membawa pelakunya mencapi 

keberkahan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam konsumsi seorang muslim hendaknya 

menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya sehingga sedapat mungkin 

ia tidak berhutang. Sebagaimana penuturan informan sebagai berikut: 

“Kalau dalam perbulannya itu bagaimana kita membaginya biar cukup untuk 

sebulan itu. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak yang sifatnya tidak 

masuk dalam yang perbulan itu dilihat lagi kalau dalam jumlah besar dan 

benar-benar mendesak itu biasanya ambil dari tabungan lagi. Tapi juga sering 

ditahan kalau yang ingin dibeli tunggu sampai ada rezeki selanjutnya.”
70

 

Penuturan yang sama oleh informan lain yaitu: 

“Untuk daftar perencanaan sendiri tidak ada, yang seperti ditulis atau 
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dikonsep tidak, tapi sesuai kebiasaan saja. Disesuaikan uang perbulannya 

dengan kebutuhan. Untuk kebutuhan atau keinginan berlebih artinya dianggap 

lebih dari pendapatan dan sangat mendesak biasanya lewat koperasi, seperti 

ada keluarga mau naik haji, intinya harus sebisa mungkin menyeimbangkan 

pendapatan dengan apa yang dibeli.” 
71

 

Menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi> setiap muslim diperintahkan untuk 

menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi berutang sangat tidak 

dianjurkan, kecuali untuk keadaan yang sangat terpaksa. Hal ini pula yang dilakukan 

oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare yaitu 

mereka mengatur pendapatan sehingga sesuai dengan kebutuhan, ketika terjadi 

kebutuhan atau keinginan yang berlebih dan tidak mendesak mereka menahan atau 

menabung sampai nanti bisa memenuhi kebutuhan atau keinginanya. Dan jika terjadi 

sesuatu yang mendesak dan tidak dapat ditunda mereka mengambil dari tabungan. 

Ketika kita tidak memiliki daya beli, kita dituntut untuk lebih selektif lagi dalam 

memilih. 

4.3.2 Menjaga aset yang pokok dan mapan 

Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya utnuk 

memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkannya dijalan 

Allah. Namun dalam membelanjakan harta miliknya seorang muslim tidak sepatutnya 

menjual aset hanya untuk memperbanyak uang belanja. Sebagai mana yang 

dikemukan informan yaitu: 

“Ketika ingin beli sesuatu itu kita berdasar dari penghasilan saja, jangan 

sampai karena ingin membeli sesuatu yang sifatnya tidak terlalu penting kita 

jadi menjual tanah dll, malah seharusnya itu kita tanah dijadikan investasi 

masa depan.”
72
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Menurut Yu>suf al-Qard}ha>wi tidak sepatutunya memperbanyak uang belanja 

sehingga terpaksa menjual aset yang pokok dan mapan seperti menjual rumah atau 

lahan pertanian, perkebunan, pabrik dan bangunan yang mendukung kelangsungan 

hidupnya. Hal ini dilakukan oleh PNS Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Kementerian 

Agama Kota Parepare yang dimana menjaga aset yang dimilikinya ketimbang 

menjualnya hanya untuk memperbanyak uang belanja. 

4.3.3 Tidak hidup mewah dan boros 

Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan 

berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan 

boros. Dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang akan membawa 

konsumsi yang adil, seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. 

Kemewahan dan pemborosan yaitu menenggelamkan diri dalam kenikmatan 

dan bermegah-megahan sangat ditentang oleh ajaran Islam. Sikap ini selain akan 

merusak pribadi-pribadi manusia juga akan merusak tatanan masyarakat. Hidup 

dalam kemewahan adalah hidup yang mementingkan kesenangan dunia semata dan 

tidak mementingkan kepentingan akhirat. Yang dimaksudkan dengan kemewahan 

disini adalah meneggelamkan diri dalam kenikmatan dan bermegah-megahan. Hal 

inilah yang tidak sepatutnya dilakukan. 

Hidup dalam kemewahan berarti hidup yang hanya mementingkan 

kehidupannya sendiri, mereka ingin bersenang-senang dan tidak mementingkan 

kehidupan disekitar mereka. Sehingga mereka lupa pada kewajiban mereka dan hak 

orang lain.Sebagaimana penuturan informan yaitu: 

“Dalam membelanjakan harta itu misalnya pengeluaran harian seperti bensin, 

tabungan untuk masa depan anak-anak atau kebutuhan mendatang, 

pengeluaran itu harus diperhatikan baik-baik jangan sampai kita membeli 
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sesuatu yang menyebabkan ketersediaan dana untuk bulan ini tidak cukup, 

kita selektiflah dalam membeli sesuatu, kalau koleksi barang itu saya pribadi 

tidak karena untuk pengeluaran sendiri perbulannya disesuaikan dengan 

kebutuhan. Jika ada rezeki lebih biasanya lihat dulu kalau kebutuhan bulan 

lalu belum terpenuhi dan merasa dibutuhkan lebih baik uangnya digunakan 

kesana apalagi anak-anak masih kecil perlu biaya untuk masa depannya nanti, 

selain biasa juga melakukan infaq dan sedekah, seperti itu waktu HAB setiap 

tahun kita kunjungan ke panti asuhan, panti jompo juga biasanya.”
73

 

Yu>suf al-Qard}ha>wi dalam etika konsumsinya menjelaskan bahwa kemewahan 

dan pemborosan akan menenggelamkan manusia dalam kesibukan memenuhi nafsu 

birahi dan kepuasan perut sehingga seringkali melupakan norma dan etika agama 

karenanya menjauhkan diri dari Allah swt. Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare berdasarkan hasil 

wawancara diatas menunjukan bahwa dalam membelanjakan harta melakukan sesuai 

dengan kemampuan yang mereka miliki, lebih mendahulukan kebutuhan dan juga 

terap memperhatikan akhirat salah satunya yaitu melakukan infaq dan sedekah. 

Berbagai kegiatan sebagai rangkaian Peringatan HAB Kementerian Agama 

diadakan, diantaranya Tasyakuran dan Zikir, Pertandingan Olahraga, Lomba 

Kesenian dan Hiburan, Bakti Sosial (Anjangsana), Jalan Sehat Kerukunan Umat 

Beragama dan puncak peringatan HAB yakni Upacara Bendera. 

Ketika HAB ke-73 pada 3 januari lalu Kantor Kementerian Agama Kota 

Parepare melakukan anjangsana ke Panti Asuhan dan Panti Jompo. Sebagai wujud 

rasa syukur pada peringatan HAB Kementerian Agama ke-73, Kemenag Kota 

Parepare kembali menggelar anjangsana dengan mengunjungi beberapa panti asuhan 

yang ada di Kota Parepare, di antaranya Panti Asuhan Miftahul Khair, Panti Asuhan 

Hidayatullah, Panti Asuhan Abadi Aisyiyah, dan Panti Ibnu Sabil Guppi. Anjangsana 
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merupakan agenda rutin yang digelar oleh Kementerian Agama Kota Parepare 

sebagai rangkaian peringatan HAB setiap tahunnya, sebagai wujud kepedulian 

kepada warga sekitar yang tergolong kurang mampu.
74

 

Pemborosan berarti menghambur-hamburkan harta tanpa ada kemaslahatan 

atau tanpa mendapatkan pahala, sedangkan lawan dari pemborosan adalah bersifat 

kikir. Islam memuji orang yang memiliki sikap pertengahan diantara keduanya dan 

mengecam sikap pemborosan. Pembatasan dalam hal kuantitas atau ukuran konsumsi. 

Islam melarang umatnya berlaku kikir yakni terlalu menahan-nahan harta yang 

dikaruniakan Allah swt kepada mereka. Namun Allah swt juga tidak menghendaki 

umatnya membelanjakan harta mereka secara berlebih-lebihan di luar kewajaran. 

Dalam mengkonsumsi, Islam sangat menekankan kewajaran dari segi jumlah, yakni 

sesuai dengan kebutuhan. 

Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Isra/17:27: 

                            

Terjemahya: 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan 

itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
75

 

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa Tindakan mubazir tersebut 

dilukiskan oleh Allah swt sebagai tindakan yang ingkar kepada Allah swt dan 

merupakan teman syaitan. 

Konsumsi dalam Islam pada hakikatnya memiliki suatu pengertian yang 

positif. Larangan dan perintah mengenai makanan dan minuman harus dilihat sebagai 
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bagian usaha untuk meningkatkan sifat perilaku konsumsi yang rasional Islami. 

Dengan mengurangi pemborosan yang tidak perlu atau tidak membeli barang-barang 

yang memang tidak dibutuhkan, hanya memilih barang dan jasa yang berkualitas 

(mutunya baik dan terjamin), serta memperhatikan jumlah uang yang dimiliki, jangan 

sampai lebih besar pasak daripada tiang. 

Tingkat kebutuhan manusia itu dalam pandangan Islam juga diklasifikasikan 

menjadi kebutuhan dharuriyat, hajjiyat, dan tahshiniyat. Dharuriyat yaitu sesuatu 

yang penting dan harus dipenuhi agar kelangsungan hidup manusia tidak terancam 

seperti makan, minum, berobat, pendidikan. Hajjiyat adalah sesuatu yang sifatnya 

perlu dipenuhi agar kehidupan manusia tidak mengalami kesulitan atau kesempitan 

seperti perabot rumah tangga, kendaraan, alat komunikasi, dll. Sedangkan tahsiniyat 

adalah sesuatu yang bersifat pelengkap dan dapat mendatangkan keindahan jika dapat 

dipenuhi oleh manusia, seperti memakai minyak wangi, aksesoris rumah atau 

kendaraan, mainan anak-anak. 

Kitab suci al-Qur’an menerangkan dengan jelas berkenaan dengan masalah 

konsumsi ini. Al-Qur’an menganjurkan penggunaan makanan yang baik-baik dan 

bermanfaat serta melarang pengeluaran yang berlebih-lebihan dan tidak perlu. Ia 

memerintahkan kaum Muslim untuk memakan dan mempergunakan hanya makanan 

yang baik dan suci. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare 

dalam membelanjakan hartanya tidak berlebih-lebihan  dalam hal kuantitas. Allah 

SWT melarang tindakan mubazir dan penghamburan barang konsumsi. Sehingga, 

seorang muslim akan mengalokasikan pendapatannya hanya sebagian saja untuk 

kegiatan konsumsi, sementara sisanya untuk keperluan ibadah kepada Allah swt dan 
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untuk kepentingan masa depan atau investasi. Ketika ada kebutuhan atau keinginan 

yang berlebih yang mendesak segera di penuhi, mengambil dari tabungan daripada 

meminjam kecuali dalam keadaan darurat misalnya kebutuhan atau keinginan itu 

dalam jumlah besar dan ketersediaan dana tidak cukup. Menabung juga salah satu hal 

yang dilakuan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota 

Parepare yaitu menabung yang nantinya dapat digunakan untuk masa yang akan 

datang. Dalam menabung juga seseorang tidak boleh melakukan dengan cara 

berlebohan, sehingga dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan sekarang. 

Islam dengan tegas melarang kehidupan yang boros, karena ia dianggap asing 

dengan cara hidup Islam. Larangan Islam terhadap pemborosan perlu juga 

ditekankan, larangan ini membayagkan bahwa orang Islam bersedia membatasi 

penggunaan barang mewah, walaupun ia masih menggunakan banyak barang yang 

demikian.
76

 

Kekikiran mengandung dua arti, yaitu jika seseorang tidak hartanya untuk diri 

dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan jika seseorang membelanjakan 

suatu apapun untuk tujuan-tujuan yang baik dan amal. Kekikiran adalah hal yang 

sangat berbeda dengan pemborosan dan kemewahan. Tetapi sifat ini juga termasuk 

tercela didalam Islam. Karena seseorang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang 

diberikan Allah swt kepadanya untuk dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan 

kadarnya, kebutuhannya dan tanggungannya. Serta akan mendorong seseorang untuk 

berlaku bakhil dan takut miskin sehingga membuatnya tidak mau mengeluarkan 

sedekah. 

Selain pembelanjaan yang sesuai dengan pendapatan dalam pembelanjaan 
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harta disini berkaitan dengan kebiasaannya. Jika dilihat dari membelanjakan harta 

dengan kebiasaannya belum tentu seimbang membelanjakan harta dengan cara 

kebiasaannya termasuk dari menunjukan sifat boros, karena dalam kebiasaan yang 

dilakukan oleh seseorang dalam membelanjakan harta sangat berbeda-beda. Sikap 

boros termasuk sikap yang merusak harta, meremehkan atau kurang merawatnya 

sehingga rusak dan binasa. 

4.4 Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta 

Kesederhanaan merupakan salah satu etika konsumsi yang penting dalam 

ekonomi Islam. Kesederhanaan dalam membelanjakan harta terletak pada kuantitas 

dan kualitas secukupnya ketika membelanjakan harta. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Kantor Kementerian Agama Kota Parepare informan mengemukakan yaitu: 

“Sebenarnya itu dalam menggunakan pendapatan kita tidak hanya memenuhi 

kebutuhan saja, makanya biasa sebagian saya tabung untuk modal saya nanti 

kalau mau lanjut pendidikan.”
77

 

Penuturan informan lain yaitu: 

“Ketika ada sesuatu yang kita inginkan atau ada kebutuhan yang sifatnya 

harus segera dipenuhi dan dana untuk bulan ini tidak cukup kita gunakan 

tabungan kita. Tabungan itu ada yang sifatnya mendadak dan isidentil dan ada 

tabunga untuk masa depan dan tabungan kita untuk akhirat seperti sumbangan 

panti asuhan, yang terakhir ini jangan sampai kita lupa karena itu salah satu 

cara kita bersyukur karena diberi rezeki jadi berbagi dengan sesama. Intinya 

beli sesuatu itu sesuai dengan kemampuan kita saja, jangan sampai 

membebani.”
78

 

Konsumsi yang sederhana agar mereka selamat dari krisis, dengan cara 

mengurangi barang yang dibelanjakannya dan menyimpan sebahagian yang 
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dibelanjakan agar kelak pada saat krisis bisa digunakan lagi. Hal ini pula yang 

dilakuakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota 

Parepare dalam penggunaan harta. 

Dalam pandangan seorang konsumen muslim setiap perilaku konsumsi 

sesungguhnya merupakan realisasi rasa syukur kepada Allah swt. Seorang konsumen 

muslim yang telah mengkonsumsi berbagai barang konsumsi sekalogus mampu 

merasakan sebagai karunia Allah swt, akan berkontribusi besar dalam mengaksesnya 

untuk senantiasa menunaikan ibadah dengan berlandaskan atas rasa syukur akan 

nikmat karunia Allah swt.
79

 Seperti dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-

Furqaan/25:67. 

                             

Terjemahya: 

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 

berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-

tengah antara yang demikian.
80

 

 Berdasarkan ayat di atas menjelaskan Allah swt mengambarkan sikap 

konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta benda 

dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan diantara keduanya. 

 Islam menganjurkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan 

berimbang. Pola ini menempatkan perilaku konsumsi di pertengahan antara kikir dan 

boros. Dengan penggunaan harta secara wajar dan berimbang akan membawa 

konsumsi yang adil, seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran. 

Manusia juga dilarang mengejar kepuasan konsumsi dengan terus 

                                                             
79

M. Nasri Hamang Najed, Ekonomi Islami: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselematan 

Umat (Pokok-Pokok Fiqiyah, Landasan Perekonomian, Sejarah dan Manajeman Zakat) (Parepare: 

Stain Parepare, 2013), h. 51-52 
80

Departemen Agama RI, Al-Hikmah; Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 365, 



 

64 

meningkatkan kuantitas konsumsinya tanpa memikirkan penghasilan atau uang yang 

dimilikinya. 

Allah swt menggambarkan sikap konsumsi yang baik adalah tidak berlebih-

lebihan dalam membelanjakan harta benda dan tidak pula kikir, melainkan 

pertengahan diantara keduanya. Pertengahan disini mengandung pengertian tidak 

besar pasak daripada tiang. 

Sepanjang dalam pengeluaraanya tidak boros dan tidak pula kikir, namun 

menyesuaikan pendapatan yang diterimanya. Islam menekankan kesederhanaan 

dalam hal konsumsi tidak hanya pada seseorang dan keluarganya namun 

kesederhaanaan dalam pembelanjaan ditekankan pada kepentingan masyarakat atau 

umum dan dalam pembelanjaan negara. 

Islam memandang segala yang ada di bumi dan seisinya hanyalah milik Allah, 

sehingga apa uang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk 

menyikapi harta benda untuk mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar, 

proses yang benar, pengelolaan dan pengembangan yang benar serta pemanfaatan 

harta ke arah tujuan yang benar. 

Karena itulah dalam memenuhi kebutuhannya seorang muslim harus 

memperhatikan skala prioritas dan nilai manfaat yang benar-benar dapat diperoleh 

baik secara langsung maupun oleh pihak lain serta memperhatikan nilai keadilan 

terhadap sesama. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan 

dampak atau manfaat fisik, spiritual, intelektual ataupun material, sedang pemenuhan 

terhadap keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis di samping 

manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seorang, maka pemenuhan 

kebutuhan tersebut akan melahirkan maslahah sekaligus kepuasan, namun jika 
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pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi keinginan, maka hanya akan memberikan 

manfaat saja. 

Islam melihat aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk menumpukkan 

pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam berkonsumsi pun tak terlepas 

dari perspektif tersebut. Motif berkonsumsi dalam Islam pada dasarnya adalah 

Maslahah. Meskipun secara alami motif dan tujuan berkonsumsi (aktifitas ekonomi) 

dari seseorang individu adalah untuk  mempertahankan hidupnya.
81

 

Perilaku konsumsi seorang muslim seharusnya juga tidak berlebih-lebihan 

dalam hal kuantitas. Allah swt melarang tindakan mubazir dan penghamburan barang 

konsumsi. Sehingga, seorang muslim akan mengalokasikan pendapatannya hanya 

sebagian saja untuk kegiatan konsumsi, sementara sisanya untuk keperluan ibadah 

kepada Allah swt dan untuk kepentingan masa depan atau investasi. 

Pengetahuan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam Islam memberi jalan 

pada pemahaman yang lebih dalam tentang Islam. Pemahaman yang benar 

memungkinkan untuk membentuk sikap dan perilaku yang benar, sesuai konsep-

konsep yang dipahami. 

Jika setiap muslim memahami etika ekonomi  Islam, terutama dalam hal ini 

tentang perilaku konsumsi maka akan terbentuk sikap dan perilaku ekonomi sesuai 

yang disyariatkan oleh Islam dan hal ini bukan saja berpengaruh terhadap individu 

yang memahami dan melaksanakannya tetapi juga berpengaruh besar terhadap 

kemaslahatan masyarakat luas. 

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara mengenai etika konsumsi Yu>suf al-
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Qard}ha>wi yaitu menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir, tidak 

melakukan mubazir, dan sikap sederhana dalam membelanjakan harta dapat 

disimpulkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kementerian Agama Kota 

Parepare telah menjalankan semaksimal mengenai etika konsumsi Yu>suf al-Qard}ha>wi 

hal tersebut dilihat dari kebiasaan mereka dalam membelanjakan harta, seperti yang 

telah diuraikan diatas bahwa mereka mengeluarkan atau membelanjakan harta yang 

mereka miliki sesuai dengan kemampuan mereka. Pengeluaran yang tidak boleh 

melebihi pendapatan yang diperolehnya, sebab hal itu dapat membawa pada 

pemborosan. Juga mereka tidak membelanjakan hartanya jauh dibawah 

kemampuannya yang dapat mengakibatkan pada kekikiran. Dalam membelanjakan 

hartanya mereka sangat memperhatikan halal dan haram serta manfaat dari apa yang 

dibeli, mereka lebih teliti dan selektif dalam membelanjakan harta. Sikap sederhana 

dalam membelanjakan harta juga mereka lakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada Bab sebelumnya, maka pada 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1. Konsep menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi Sifat Kikir yaitu 

menggunakan harta secukupnya dengan mengeluarkan harta harus sesuai 

dengan kemampuan mereka dan pengeluaran mereka tidak boleh melebihi 

pendapatan mereka dan memperhatikan kehalalan barang. Membelanjakan 

harta yang mereka miliki untuk kemaslahatan manusia itu sendiri serta sarana 

beribadah kepada Allah swt, menabung untuk kebutuhan masa depan tidak 

hanya mengumpulkan dan menyimpan tanpa rencana tapi ada tujuan dari 

tabungan tersebut. Kegiatan konsumsi itu dimaknai sebagai usaha untuk 

membelanjakan harta yang dimilikinya, maka yang menjadi sasaran utama 

adalah pembelanjaan konsumsi untuk diri sendiri, keluarga dan s\abi>lilla>h. Hal 

tersebut dilakukan oleh PNS Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Kementerian 

Agama Kota Parepare. 

5.1.2. Konsep Islam Memerangi Tindakan Mubazir yaitu menjauhi berhutang 

dengan menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya sehingga 

sedapat mungkin tidak berhutang dan ini bisa menjaga aset yang pokok dan 

mapan, tanpa harus menjual aset untuk memperbanyak belanja. 

Membelanjakan hartanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bermanfaat dan 

tidak berlebihan (boros/isra>f). Hal tersebut dilakukan oleh PNS Pegawai 

Negeri Sipil) di Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam 
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membelanjakan hartanya. 

5.1.3. Sikap Sederhana dalam Membelanjakan Harta yaitu bersikap tengah-tengah 

antara sikap bakhil, sikap mubazir (berlebih-lebihan) termasuk juga sikap 

kemewahan. Membelanjakan harta untuk kebutuhan dan kesenangan dalam 

Islam tidak dilarang namun dalam kebutuhan dan kesenangan tersebut harus 

sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut 

dilakukan oleh PNS Pegawai Negeri Sipil) di Kantor Kementerian Agama 

Kota Parepare dalam membelanjakan hartanya. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil penelitian : 

5.2.1. Pemahaman tentang konsep etika konsumsi Yu>suf al-Qard}ha>wi> dikalangan 

PNS Pegawai Negeri Sipil) khusunya di Kantor Kementerian Agama Kota 

Parepare sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar dapat melaksankan konsumsi 

sesuai dengan yang di gagas oleh Yu>suf al-Qard}ha>wi>. 

5.2.2. Kepada para konsumen ataupun masyarakat pada umumnya hendaknya lebih 

mengetahui tentang konsumsi dalam ekonomi Islam yang sebenarnya. 

Diharapkan konsumsi seorang muslim harus sesuai Syari’ah terutama dalam 

konsumsi harta, hendaknya harta yang dikonsumsi membawa manfaat dan 

faedah bagi konsumen dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 Nama  : Lili Nur Cahyani 

 Prodi  : Hukum Ekonomi Syariah 

 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam 

Judul : Perilaku Etika Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Kementerian Agama Kota Parepare (Implementasi Konsep 

Yusuf Al-Qardhawi) 

 

1. Bagaimana Bapak / Ibu dalam membelanjakan harta? 

2. Apakah Bapak / Ibu membuat daftar perencanaan pembelanjaan? 

3. Dalam mengkomsumsi suatu barang, apakah Bapak / Ibu sangat 

memperhatikan kehalalan barang? 

4. Apakah Bapak / Ibu melakukan zakat, infaq atau shodaqoh? 

5. Bagaimana Bapak Ibu Membelanjakn Harta di jalan Allah swt? 

6. Apa yang menjadi prioritas Bapak / Ibu dalam membelanjakan harta? 

7. Apakah Bapak / Ibu dalam membagi pengeluaran perbulannya mengatur 

kebutuhan primer, sekunder dan tersier? 

8. Apakah Bapak / Ibu menyisihkan penghasilannya untuk tabungan? 

9. Bagaimana Bapak / Ibu mengatur antara keinginan dan kebutuhan? 

10. Jika terjadi keinginan atau kebutuhan lebih besar dari pendapatan, lantas 

bagaimana Bapak / Ibu menyikapinya? 

11. Bagaimana ketika Bapak / Ibu memilik rezeki yang lebih? 

12. Apakah ada kriteria yang ditentukan Bapak/ Ibu dalam mengkomsumsi 

maupun membeli barang? 

13. Apakah Bapak / Ibu sering membeli barang yang sama tapi bentuk dan 

warnannya berbeda?



 

5 

 
 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

14 

 

DOKUMENTASI 

 

 



 

15 

 

 

 



 

16 

 

 



 

17 

 

 



 

18 

RIWAYAT HIDUP 

 Lili Nur Cahyani, lahir pada tanggal 20 Agustus 1997 di 

Parepare, Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari dua 

bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Jufri Rilo dan Ibu 

Nursiah Yunus. Penulis berkebangsaan Indonesia dan 

beragama Islam. Adapun, riwayat pendidikan penulis, yaitu 

pada tahun 2009 lulus dari SD Negeri 25 Parepare, 

Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Pada tahun 2012 

lulus dari Sekolah Menegah Pertama Negeri 3 (SMP 3) Parepare. Melanjutkan 

pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 (SMA 2) Parepare, lulus pada tahun 

2015. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Parepare dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir yaitu pada 

tahun 2019, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Perilaku Etika 

Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Kota Parepare 

(Implementasi Konsep Yusuf Al-Qardhawi)” 

 

(Phone: 082351452616. Email: lilinurcahyani20gmailcom). 

 


